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P U T U S A N  
Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-

perkara  tentang  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase,  pada  tingkat

pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Lily Maritim Indonesia, berkedudukan The Kingston Commercial No C02,

Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang diwakili oleh

Hendrik  Candra selaku  Direktur  Utama, dalam  hal  ini  memberikan

kuasa kepada : 1. Heroe Waskito, SH., 2. Arco Misen Ujung, SH.,MH.,

3. Reza Pandu Sasongko, SH., 4. Ignatius Patar Effendy Nainggolan,

SE.,SH., 5. Julius Cesar Simorangkir, SH., 6. Gandung Joko Suseno,

SH.,  Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Law Catra Indhira

Law  Office,  beralamat di  Komp.  Perkantoran  Wisma  Iskandarsyah,

Jalan Iskandarsyah Raya No. 14 Blok B-B1 Kav. 12-14 Jakarta 12160,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

lawan:

1. PT.  Abuki  Jaya  Stainless  Indonesia,  berkedudukan  di  gedung  Antam

Tower A,  lantai  4,  Jln.  T.B.  Simatupang No. 1 Tanjung Barat,  Jagakarsa,

Jakarta Selatan;

2. PT. Feni Haltim, berkedudukan di gedung Antam Tower A, lantai 4, Jln. T.B.

Simatupang No. 1 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Keduanya  adalah  anak  perusahaan  PT.  Antam  Tbk.,  yang  berdasarkan

perjanjian  No.  006/PK/0000/100/2018  jo  No  002/P/2513/PD.AJSI/2018

tertanggal  2  Februari  2018  Keduanya  setuju  melakukan  kerja  sama

operasional  (join  operation)  di  bidang  jasa  transportasi  melalui

pengangkutan laut terhadap transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli

atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas diluar tambang

dan/atau mineral  yang  diwakili  oleh  Bambang Wijanarko selaku Direktur

Utama, dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  :  1.  Hairul  Mu’minin,

SH.,MH.,  2.  Dasar,  SH.,MH.,  3.  Abdul  Rahman  Yacob,  SH.,  semuanya

Advokat/Pengacara  pada  kantor  hukum  Pengacaraku  Hairul  Mu’minin  &

Partners  yang  beralamat  di  Perumahan  Taman  Royal  Jalan  Cendana  I

Nomor  15,  Cluster  Cendana,  Tanah  Tinggi  Tangerang  Kota  Tangerang

15119, berdasarkan Surat  Kuasa Khusus Nomor :  0584/EAI/201/202211,

tanggal 12 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
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3. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),  berkedudukan  di

Wahana Graha Lt. 1,2 & 4 Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta Selatan

12760, yang  diwakili  oleh  Dr.  Anangga  W.  Roosdiono,

SH.,LL.M.,FCB.Arb. selaku  Ketua BANI, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada  :  1.  Adhitya  Yulwansyah,  SH.,MH.,CPL.,  2.  Rahayu  Indrastuti,

SH.,MH., 3. Aria Dipura Nata Admadja, SH.,CPLCLI.,CTLC., 4. Kamil Zacky

Permandha,  SH.,MH.,  5.  Andi  Iskandar,  SH.,MH. Para Advokat  dan

konsultan  hukum  pada  kantor  hukum  Yulwansyah  Balfast  &  Partners,

beralamat di  Office  8,  Level  18A,  Sudirman  Central  Business  District

(SCBD)  Jalan  Jenderal  Sudirman  Kav.  52-53,  Jakarta  Selatan  12190,

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor  :  22.079/XI/SK-BANI/AWR

tertanggal  08  Nopember  2022,  selanjutnya  disebut  sebagai  Turut

Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon  dengan  Surat  Permohonan  Pembatalan

Putusan Arbitrase tertanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Utara pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam

Register  Nomor  :  694/Pdt.G/Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., telah  mengajukan

permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut: 

A. Dasar Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase

Bahwa sesuai  dengan Pasal  70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  Arbitrase)

menerangkan  putusan  arbitrase  dapat  dibatalkan  apabila  diduga

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berdasarkan  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  salah  satu  alasan  untuk

mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase adalah

apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan/atau setelah putusan
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diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan

oleh pihak lawan.

Lebih  lanjut  salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam

Putusannya  No.  15/PUU-XII/2014,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat

bahwa frase “diduga” bersifat  hipotesis,  subjektif,  sepihak, apriori.  Artinya

gugatan  pembatalan  masih  dalam  tataran  dugaan  yang  sifatnya  masih

sementara  bahwa  dalam  hal  ini  menurut  Pemohon  yang  hendak

mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama

proses penyelesaian melalui arbitrase.

B. Pengajuan Gugatan Pembatalan Putusan Bani Masih Dalam Jangka Waktu

Yang Diatur Dalam Undang-Undang;

1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI telah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 71 Undang Undang Arbitrase, pengajuan

gugatan pembatalan putusan BANI diajukan dalam jangka waktu 30 hari

sejak tanggal  penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada

Panitera Pengadilan Negeri;

3. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menerima putusan resmi dari

Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dan  pemohon  baru

mengetahui  jika  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  telah

melimpahkan  perkara  No.  42080/XII/ARB-BANI/2019  tertanggal  30

Maret 2021 pada pengadilan Negeri  Jakarta Utara sekitar bulan April

2021  setelah  ditanyakan  pada  pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara

tertanggal 18 Oktober 2022;

Adapun Gugatan Pemohon didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Umum 

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang memiliki surat izin

usaha  pelayaran  (SIUPAL)  yang  didirikan  berbadan  hukum  di  Negara

Republik Indonesia;

2. Bahwa Termohon adalah  kerjasama Operasional  (Join  Operation)  antara

PT. Abuki Jaya Stainles  Indonesia dengan PT. Feni Haltim di bidang jasa

transportasi melalui pengangkutan laut  terhadap transaksi bisnis komersial

pemilik  dan  pembeli  atas  komoditas  tambang  dan/atau  mineral  dan

komoditas  diluar  tambang  dan/atau  mineral  berdasarkan  kerjasama  No.

006/PK/0000/100/LL/2018  jo  No.  002/P/2513/PD.AJSI/2018  tertanggal  02

Februari 2018;
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3. Bahwa  keduanya  sepakat  mengikatkan  diri  dalam  sebuah  perjanjian

dibidang jasa transportasi pengangkutan laut yang mana Pemohon sebagai

penyedia  sarana  angkutan  laut  dan  Termohon  sebagai  pelaksana

operasional dan penyedia cargo/muatandengan perjanjian sebagai berikut;

- Perjanjian kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 003/P/2513/

PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018

- Perjanjian kerjasama  No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 004/P/2513/

PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018;

I. Tentang perjanjian kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 003/P/

2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018

4. Bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo.

004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal  04 Juli  2018 yang menjadi  objek

kerjasama adalah;

No RINCIAN TUGBOAT TONGKANG/BARGE
1. Name Of Ship Singa laut 88 Singa laut 8
2. length 26,47 Meter 93,40 Meter
3. Breadth 8,40 Meter 24,38 Meter
4. Depth 3,80 Meter 6,10 Meter
5. G.R.T  (Gross

Tonnage)

227 3.986

6. N.R.T  (Nett

Tonnage)

69 1.196

5. Bahwa  terhadap  perjanjian  tersebut  Termohon  memiliki  kewajiban

melakukan  pembayaran  sewa  kapal  Tugboat  Orca  laju  beserta

Tongkang/Barge Orca laut 8 sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian

kerjasama tersebut, yaitu; 

No Perihal Nilai
1. Deposit  tugboat  singa laut  88  beserta  tongkang

/barge singa laut 8 yang akan dikembalikan oleh

PT. Lily  Maritim Indonesia pada klien pada saat

berakhirnya  perjanjian  ini  (baik  karena  masa

perjanjian ini  berakhir  maupun karena perjanjian

ini diakhiri oleh para pihak)

Rp.800.000.000

2. Kompensasi rutin setiap bulan sejak kapal on hire

di pelabuhan muat 

Rp.800.000.000

6. Bahwa  pada  tanggal  29  Juli  2018  Pemohon  telah  mengirimkan  kapal

Tugboat  singa  laut  88  beserta  Tongkang  Barge  singa  laut  8  untuk

dioperasikan  dengan  ukuran  dan  jenis  kapal  yang  sesuai  dengan  isi

perjanjian;
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7. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Kapal TB Singa  Laut 88/BG Singa

Laut 8 diperuntukan untuk pengoperasian pengangkutan barang dari GEBE

ke Morosi sejak tanggal 29 Juli 2018 samapi 19 Juli 2018;

8. Bahwa dalam masa perjalanan Kapal TB Singa  Laut 88/BG Singa Laut 8

pengangkutan  barang  dari  GEBE ke  Morosi  sejak  tanggal  29  Juli  2018

samapi 19 Juli 2018 Termohon mengeluhkan jika kapal berlayar terlalu lama

yang  telah  memakan  waktu  13  hari  dari  perkiraan  7  hari  perjalanan

dikarenakan  kapal  yang  memuat  barang  milik  Termohon  mengalami

hentakan badai sehingga lampu kapal penggangkut  menjadi mati yang jika

dipaksakan  dengan  kecepatan  yang  diinginkan  Termohon  maka

dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

9. Bahwa kerusakan kapal TB Singa  Laut 88/BG Singa Laut 8 disebabkan

karena terkena badai dalam perjalanan sehingga pengiriman barang milik

Termohon menjadi terkendala;

10.Bahwa  keruskan  lampu  kapal  bukanlah  merupakan  kelalaian  Pemohon

namun dikarenakan kondisi force de major dimana perkiraan cuaca dan rute

yang dilalui telah sesuai dengan prosedur keamanan  perjalanan laut yang

besesuaian  dengan  catatan  harian  dari  kapten  kapal  yang  mengangkut

muatan tersebut;

 Sumber: Putusan Nomor 25/PDT.G/2010/PN.SMI

Syarat Force Majeur:

1. Tidak memenuhi prestasi;

2. Peristiwa tidak terduga tidak dapat dipertanggung jawabkan 

kepada yang harus melaksanakan prestasi;

3. Diluar  kesalahan debitur,  yaitu  kejadian  yang disengaja  debitur,

dan  tidak  dalam keadaan  beritikad  buruk  yang  menyebabkan  kontrak

gugur demi hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah

dilakukan serta  tidak diijinkan menuntut  ganti  rugi,  tetapi  restitusi  atau

quantum merit masih dimungkinkan;

Berdasarkan  sifatnya, force  majeure memiliki  2  macam,  yakni force

majeure absolut dan force majeure relative;

Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitor sama sekali tidak

dapat  melaksanakan  prestasinya  kepada  kreditor,  yang  dikarenakan

gempa bumi, banjir, dan adanya lahar dan hal-hal yang dianggap diluar

kemampuan manusia;

Force  majeure relatif  adalah  suatu  keadaan  yang  menyebabkan

seseorang/badan hukum masih mungkin untuk memenuhi  prestasinya.
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Namun,  pemenuhan  prestasi  tersebut  harus  dilakukan  dengan

memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan

kekuatan  jiwa  yang  di  luar  kemampuan  manusia  atau  kemungkinan

tertimpa bahaya kerugian yang lebih besar; 

11.Bahwa dengan  demikian  berdasarkan  perjanjian  kerjasama  No.  006/PK-

0000/100/VII/2018Jo.  003/P/2513/PD.AJSI/2018  tertanggal  4  Juli  2018

pasal 9 ayat (1) dan (2); 

12.maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggungjawab tehadap pihak

lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban dikarenakan

“keadaan  kahar”  dan  akan  dibebaskan  dari  kewajiban  atas  pelaksanaan

perjanjian tersebut;

13.Bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang

sangat  hebat  dan  mengalami  keruskan  maka  secara  otomatis  kapal

pengangkut tidak dapat berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia,

dengan  demikian  merujuk  pada  perjanjian  kerjasama  No.  007/PK-

0000/100/VII/2018 jo. No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018

Pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo maka tidak ada satupun pihak yang

akan  bertanggungjawab  tehadap  pihak  lain  atas  kegagalan  atau

keterlambatan  pelaksanaan  kewajiban  dikarenakan  “keadaan  kahar”  dan

akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut;

14.Bahwa  terdapat  dugaan  kerusakan  lampu  dan  kebocoran  kapal  yang

disebabkan  keadaan  kahar  serta  berita  acara  kapen  kapal  tidak

dimunculkan dalam persidangan Arbitrase pada badan arbitrase nasional

Indonesia;

15.Bahwa dokimen-dokumen tersebut sejatinya adalah alat bukti yang paling

menentukan  dimana  terjadinya  keterlambatan  pengiriman  barang  milik

Termohon disebabkan karena keadaan diluar kekuasan manusia;

16.Bahwa  atas  tidak  dipertimbangkanya  alasan-alasan  kterlambatan

pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena

keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan

wanprestasi;

Bahwa sesuai  dengan Pasal  70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  Arbitrase)

menerangkan  putusan  arbitrase  dapat  dibatalkan  apabila  diduga

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
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b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa;

16. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  salah  satu  alasan  untuk

mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase adalah

apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan/atau setelah putusan

diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan

oleh pihak lawan;

17. Lebih  lanjut  salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam

Putusannya  No.  15/PUU-XII/2014,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat

bahwa frase “diduga” bersifat  hipotesis,  subjektif,  sepihak, apriori.  Artinya

gugatan  pembatalan  masih  dalam  tataran  dugaan  yang  sifatnya  masih

sementara  bahwa  dalam  hal  ini  menurut  Pemohon  yang  hendak

mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama

proses penyelesaian melalui arbitrase;

18. Selain  itu  Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU Arbitrase & APS berbunyi

sebagai berikut:

“Bab  VII  mengatur  tentang  pembatalan  putusan  arbitrase.  Hal  ini

dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 

pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

20.Dalam penjelasan Umum alinea ke-18 tersebut terdapat perkataan “antara

lain”,  sehingga  secara  gramatikal  dan  redaksional  membuktikan

kehendak/keinginan  legislative/pembuat  undang-undang  bahwa  alasan

yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase & APS tersebut:

a. Tidak limitative dan enumerative;

b. Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas;

21.Perluasan alasan gugatan pembatalan di  luar yang disebut Pasal 70 UU

Arbitrase & APS dibenarkan oleh beberapa yurisprudensi, antara lain dalam

Putusan  Mahkamah  Agung  No.  03/Arb.Btl/2005  tanggal  17  Mei  2005

halaman 20 yang menyatakan:
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“Bahwa  kata  “antara  lain”  tersebut  memungkinkan  Pemohon  untuk

mengajukan  permohonan  pembatalan  arbitrase  atas  alasan  di  luar  yang

tertera dalam Pasal 70 Undang undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya

alasan kompetensi absolut yang dikemukan oleh Pemohon”;

22.Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  telah  terbukti  jika  Pengguagt

telah melaksankanan prestasinya kepada Termohon dengan mengirimkan

barang milik Termohon melalui armada milik Pemohon adapun kterlambatan

atas pengiriman barang milik Termohon dikarenakan keadaan kahar dimana

kapal yang mengangkut cargo milik Termohon mengalami benturan dengan

badai  yang  menyebabkan  kapal  pengangkut  mengalami  mati  lampu dan

terjadinya kebocoran kapal;

II. Tentang  perjanjian  kerjasama  No.  007/PK-0000/100/VII/2018  Jo.

004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018.

6. Bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo.

004/P/2513/PD.AJSI/2018  tertanggal  04  Juli  2018  yang  menjadi  objek

kerjasama adalah:

No RINCIAN TUGBOAT TONGKANG/BARGE
1 Name of ship Orca laju Orca laut 8
2 length 23,39 Meter 87,78 Meter

Breadth 7,50 Meter 24,38 Meter
Depth 3,50 Meter 6,10 Meter
G.R.T  (Gross

Tonnage)

173 3399

N.R.T  (Nett

Tonnage)

52 1020

7. Bahwa  terhadap  perjanjian  tersebut  Termohon  memiliki  kewajiban

melakukan  pembayaran  sewa  kapal  Tugboat  Orca  laju  beserta

Tongkang/Barge Orca laut 8 sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian

kerjasama tersebut, yaitu: 

No Perihal Nilai
1 Deposit tug  & Barge yang akan dikembalikan oleh

Pihak  kedua  (Pemohon)  kepada  pihak  pertama

(Termohon)  pada  saat  berakhirnya  perjanjian  ini

(baik karena masa perjanjian ini berakhir maupun

karena perjanjian ini diakhiri oleh para pihak)

Rp.700.000.000

2. Kompensasi  rutin  setiap  bulan  sejhak  kapal

onhere di pelabuhan muat

Rp.700.000.000

8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Pemohon telah telah mengirimkan kapal

Tugboat Orca laju beserta Tongkang/Barge Orca laut 8 untuk dilaksanakan

pengiriman barang milik Termohon berdasarkan surat persetujuan berlayar
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No. AA.8/KM.63/047/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018 untuk Tongkang/Barge

Orca laut  8  dan surat  persetujuan berlayar  No.  AA.8/KM.63/048/VII/2018

tertanggal  28  Juli  2018  untuk  Tugboat  Orca  laju,  sehingga  dihitung

berdasarkan on here kapal siap pakai oleh Termohon semenjak tanggal 26

Juli 2018 samapi 23 September 2018 atau selama 60 hari; 

9. Bahwa pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh Pemohon telah

terlaksana dari tanggal 26 Juli 2018;

10.Sebagaimana Berita Acara Rapat Operasional Kapal TB. Singa Laut 88/BG

Singa Laut  8 dan TB.  Orca Laju/BG Orca Laut  8 No.002/JO/OK/IX/2018

tanggal  5  September  2018,  kemudian  Kapal/Tugboat  Orca  Laju  beserta

Tongkang/Barge Orca Laut  8 telah mengangkut  kargo Termohon dengan

rute sebagai berikut:

a. Kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 Berlayar

dari pelabuhan Gebe menuju Morosi (Virtue Dragon) pada tanggal 26

Juli  2018,  mengangkut  bijih  nikel  milik  PT.  Geologi  Transportasi

Indonesia sampai dengan 7 Agustus 2018;

b. Berlayar dari Morosi (Virtue Dragon) menuju Tinanggea (Ifis Deco). c.

Berlayar dari pelabuhan Tinanggea menuju Bahodopi (SMI), angkut biji

nikel milik PT. Bric Indo;

c. Berlayar  dari  Bahodopi  (SMI)  menuju Subaim (Halmahera)  PT.  ARA,

tiba pada tanggal 3 September 2018;

d. Berlayar  dari  Subaim (PT.  ARA) tanggal  14 September 2018 menuju

Bahodopi  yang  mengalami  kerusakan  lampu  dan  kebocoran

dikarenakan kapal mengalami benturan badai yang besar;

11.Bahwa pada saat kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca

Laut  8  Berlayar  pada  tanggal  14  September  2018  menuju  Bahodopi

mengalami kerusakan mati lampu dan kebocoran kapal dikarenakan terkena

badai besar yang sebelumnya telah diperkirakan oleh ahli cuaca perairan

tersebut akan aman dilalui pada saat tanggal tersebut;

12.Bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang

sangat  hebat  dan  mengalami  keruskan  maka  secara  otomatis  kapal

pengangkut tidak dapat berjalan dan membutuhkan evakuasi selama 26 hari

semenjak 14 september 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018;

13.Bahwa keruskan lampu dan kebocoran kapal bukanlah merupakan kelalaian

Pemohon  namun  dikarenakan  kondisi  force  de  major  dimana  perkiraan

cuaca  dan  rute  yang  dilalui  telah  sesuai  dengan  prosedur  keamanan
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perjalanan laut yang besesuaian dengan catatan harian dari kapten kapal

yang mengangkut muatan tersebut;

Sumber: Putusan Nomor 25/PDT.G/2010/PN.SMI

        Syarat Force Majeur:

1. Tidak memenuhi prestasi;

2. Peristiwa  tidak  terduga  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada

yang harus melaksanakan prestasi;

3. Diluar  kesalahan  debitur,  yaitu  kejadian  yang  disengaja  debitur,  dan

tidak dalam keadaan beritikad buruk yang menyebabkan kontrak gugur

demi  hukum  dan  keadaan  dikembalikan  seolah-olah  tidak  pernah

dilakukan serta tidak diijinkan menuntut ganti rugi, tetapi restitusi atau

quantum merit masih dimungkinkan;

Berdasarkan  sifatnya, force  majeure memiliki  2  macam,  yakni force

majeure absolut dan force majeure relative; 

Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitor sama sekali tidak

dapat  melaksanakan  prestasinya  kepada  kreditor,  yang  dikarenakan

gempa bumi, banjir, dan adanya lahar dan hal-hal yang dianggap diluar

kemampuan manusia;

Force  majeure relatif  adalah  suatu  keadaan  yang  menyebabkan

seseorang/badan hukum masih mungkin untuk memenuhi prestasinya.

Namun,  pemenuhan  prestasi  tersebut  harus  dilakukan  dengan

memberikan  korban  yang  besar  yang  tidak  seimbang  atau

menggunakan kekuatan jiwa yang di  luar  kemampuan manusia  atau

kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang lebih besar;

14.Bahwa kemudian Termohon mengirimkan surat perintah kepada Pemohon

No.  016/AJSI-FHT-JO/IX/2018  tertanggal  4  September  2018  yang  pada

intinya meminta agar TB Toll Huricane/BG Lily Trans 2 untuk berlayar guna

untuk memindahkan dan mengangkut kargo  milik Termohon yang berada

pada  kapal Tongkang/Barge Orca Laut 8 milik Pemohon;

15.Bahwa atas permintaan Termohon Pemohon dengan segala upaya telah

melaksanakan  evakuasi  terhadap  kapal/Tugboat  Orca  Laju  beserta

Tongkang/Barge  Orca  Laut  8  namun  pelaksanaan  evakuasi  tidak  dapat

dilaksanakan dalam waktu yang singkat dikarenakan permasalahan internal

finance, namun Pemohon sanggup melaksanakan seluruh evakuasi selama

26 hari;

16.Bahwa  setelah  melakukan  evakuasi  terhadap  Kapal  Tugboat  Orca  Laju

beserta  Tongkang/Barge  Orca  Laut  8  sampailah  kapal/Tugboat  Toll
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Huricane/Barge Lily Trans 2 mengangkut cargo dari Jett PT. ARA Subaim

hingga selesai bongkar di badohapi;

17.Bahwa  setelah  melaksanakan  evakuasi,  terjadi  kendala  terkait  izin

pelayaran tetapi  Pemohon dengan upaya itikad baik tetap melaksanakan

tanggungjawab  moralnya  kepada  Termohon  dengan  tetap  berusaha

melaksanakan pengiriman barang milik Termohon berdasarkan surat yang

dikirim Pemohon No. 004/DIR-LMI/I/2018 tertanggal 2 November 2018 yang

intinya  menerangkan  jika  Pemohon  dengan  itikad  baik  akan  mengganti

Tugboat Toll Huricane/Barge Lily Trans 2 dengan Tugboat Orca Laju beserta

Tongkang/Barge Orca Laut 8 guna untuk menyelesaikan pengiriman barang

milik Termohon sampai d tujuan;

18.Bahwa dikarenakan kerusakan yang dialami  kapal  Tongkang/Barge Orca

Laut  8  milik  Pemohon diakibatkan oleh badai  yang menyebabkan lampu

kapal  mati  dan kebocoran kapal  maka berdasarkan perjanjian kerjasama

Joint  Operation  PT.Abuki  Jaya  Stainles  Indonesia-PT.  Feni  Haltim

(Termohon)  dengan  PT.  Lily  Maritim  Indonesia  (Pemohon)  No.  007/PK-

0000/100/VII/2018  Jo.  004/P/2513/PD.AJSI/2018  tertanggal  04  Juli  2018

pasal  9 ayat 1  “tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab

terhadap  pihak  lainatas  kegagalan  atau  keterlambatan  pelaksanaan

kewajiban akibat keadaan kahar…” ayat 2 “Jika terjadi keadaan kahar para

pihak akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian ini’;

19.Bahwa  kemudian  pada  tanggal  14  September  2018  Termohon

menyampaikan  suratnya  prihal  pemberitahuan  claim  kerugian  TB  Singa

Laut   8-BG  Singa  Laut  88  dan  TB  Orca  Laju–BG  Orca  Laut  kepada

Pemohon namun kembali lagi Pemohon dalam balasanya menjelaskan jika

terjadinya  keterlambatan  pengiriman  diakibatkan  oleh  kejadian  diluar

kekuasaan  manusia  atau  dalam keadaan  kahar  yang  dibuktikan  dengan

laporan kapten kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut

8;

20.Bahwa  setelah  dijelaskan  berulangkali  Termohon  terus  menerus

mengirimkan  surat  yang  intinya  Termohon  meminta  claim  kerugian  dan

denda  akibat  keterlambatan  pengiriman  barang  cargo  kapal  TB  Orea

Laju/BG  Orea  Laut  8  yang  disebabkan  oleh  terjangan  badai  dalam

perjalanan  dari  Subaim  (PT.  ARA)  menuju  Bahodopi  tertanggal  14

September 2018 dapat segera dibayarkan;

21.Bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang

sangat  hebat  dan  mengalami  keruskan  maka  secara  otomatis  kapal
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pengangkut tidak dapat berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia,

dengan  demikian  merujuk  pada  perjanjian  kerjasama  No.  007/PK-

0000/100/VII/2018 jo.No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018

Pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo maka tidak ada satupun pihak yang

akan  bertanggungjawab  tehadap  pihak  lain  atas  kegagalan  atau

keterlambatan  pelaksanaan  kewajiban  dikarenakan  “keadaan  kahar”  dan

akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut;

22.Bahwa  terdapat  dugaan  kerusakan  lampu  dan  kebocoran  kapal  yang

disebabkan  keadaan  kahar  serta  berita  acara  kapen  kapal  tidak

dimunculkan dalam persidangan Arbitrase pada badan arbitrase nasional

Indonesia;

23.Bahwa dokimen-dokumen tersebut sejatinya adalah alat bukti yang paling

menentukan  dimana  terjadinya  keterlambatan  pengiriman  barang  milik

Termohon disebabkan karena keadaan diluar kekuasan manusia;

24.Bahwa  atas  tidak  dipertimbangkanya  alasan-alasan  kterlambatan

pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena

keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan

wanprestasi  dari  Pemohon  dengan  menghadirkan  alat  bukti  surat  No.

016/AJSI-FHT-JO/I/2018 tertanggal 14 september 2018 perihal permintaan

instruksi berlayar  kapal TB. Toll Hurriance/BG Lily Trans 2 untuk berlayar

menuju  Jett  PT.  ARA di  subaim  guna  untuk  memindahkan  kargo  milik

Termohon di kapal/TB Orca Laju BG Orca Laut 8 yang bocor akibat terkena

badai  serta  Surat  No.  017/AJSI-  FHT-JO/I/2018 tertanggal  14 september

2018 tentang instruksi bongkar cargo kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8

sebagai tindak lanjut dari surat Pemohon No. 311/GM-LMI/I/2018 tertanggal

8  September  2018  yang  intinya  mengingatkan  kepada  Termohon  akan

tanggungjawab atas keselamatan cargo milik Termohon;

25.Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut terdapat dugaan manipulative yang

yang mengaburkan adanya keadaan kahar menjadi keadaan wanprestasi; 

Bahwa sesuai  dengan Pasal  70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  Arbitrase)

menerangkan  putusan  arbitrase  dapat  dibatalkan  apabila  diduga

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
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c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa;

26.Berdasarkan  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  salah  satu  alasan  untuk

mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase adalah

apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan/atau setelah putusan

diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan

oleh pihak lawan.

27. Lebih  lanjut  salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam

Putusannya  No.  15/PUU-XII/2014,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat

bahwa frase “diduga” bersifat  hipotesis,  subjektif,  sepihak, apriori.  Artinya

gugatan  pembatalan  masih  dalam  tataran  dugaan  yang  sifatnya  masih

sementara  bahwa  dalam  hal  ini  menurut  Pemohon  yang  hendak

mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama

proses penyelesaian melalui arbitrase.

28. Selain  itu  Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU Arbitrase & APS berbunyi

sebagai berikut:

“Bab  VII  mengatur  tentang  pembatalan  putusan  arbitrase.  Hal  ini

dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

29.Dalam penjelasan Umum alinea ke-18 tersebut terdapat perkataan “antara

lain”,  sehingga  secara  gramatikal  dan  redaksional  membuktikan

kehendak/keinginan  legislative/pembuat  undang-undang  bahwa  alasan

yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase & APS tersebut:

a. Tidak limitative dan enumerative;

b. Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.

30.Perluasan alasan gugatan pembatalan di  luar yang disebut Pasal 70 UU

Arbitrase & APS dibenarkan oleh beberapa yurisprudensi, antara lain dalam

Putusan  Mahkamah  Agung  No.  03/Arb.Btl/2005  tanggal  17  Mei  2005

halaman 20 yang menyatakan:

“Bahwa  kata  “antara  lain”  tersebut  memungkinkan  Pemohon  untuk

mengajukan  permohonan  pembatalan  arbitrase  atas  alasan  di  luar  yang
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tertera dalam Pasal 70 Undang undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya

alasan kompetensi absolut yang dikemukan oleh Pemohon”;

31.Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  telah  terbukti  jika  Pengguagt

telah melaksankanan prestasinya kepada Termohon dengan mengirimkan

barang milik Termohon melalui armada milik Pemohon adapun kterlambatan

atas pengiriman barang milik Termohon dikarenakan keadaan kahar dimana

kapal yang mengangkut cargo milik Termohon mengalami benturan dengan

badai  yang  menyebabkan  kapal  pengangkut  mengalami  mati  lampu dan

terjadinya kebocoran kapal;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kiranya majelis yang

menyidangkan perkara aquo memurus dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan  BATAL putusan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)

perkara No. 42080/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 30 Maret 2021;

3. Menyatakan Pemohon telah melakukan prestasi;

4. Menyatakan keterlambatan Kapal TB Singa Laut 88/BG singa Laut 8 dan

Kapal  TB  Orca  Laju/Orca  Laut  8  atas  pengiriman  barang  caro  milik

Termohon adalah dikarenakan keadaan kahar;

5. Menyatakan  Pemohon  bebas  dari  segala  tuntutan  hukum  diakrenakan

keadaan kahar;

6. Membebankan biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim bependapat lain, mohjon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequeo et bono).

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Pemohon  dan  Termohon  serta  Turut  Termohon  masing-masing  menghadap

Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengupayakan  perdamaian

diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

pemeriksaan  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  dilanjutkan  dengan

pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  pembatalan  putusan

arbitrase  tersebut  pihak  Termohon  mengajukan Eksepsi  dan  Jawaban  pada

pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Permohonan Pemohon Daluarsa atau Lewat Waktu.
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a.Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan

Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal  30

Maret  2021  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada  tanggal  20

Oktober 2022,  sebagaimana  telah  terdaftar di  Kepaniteraan  Perdata

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, tercatat

dengan register perkara Nomor: 694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr.;

b.Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada  Pasal 58

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia/Turut

Termohon  melalui  Surat  Nomor  :  21.634/IV/BANI/LN,  tanggal  05  April

2021,  Hal  :  Penyampaian Copy Putusan BANI  dalam  perkara Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019,  telah  menyampaikan  Copy  Putusan  BANI

dalam perkara Nomor  :  42080/XII/ARB-BANI/2019,  kepada para pihak

yang  berperkara,  baik  kepada  Pemohon  selaku  Termohon  Konvensi/

Pemohon  Rekonvensi  maupun  Termohon  selaku  Pemohon  Konvensi/

Termohon Rekonvensi copy agar dapat mengajukan permohonan kepada

arbiter  atau  majelis  arbitrase  untuk  melakukan  koreksi  kekeliruan

administrative dan atau menambah atau mengurangai  sesuatu tututan

putusan;

c.Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada  Pasal 59

ayat  1  Undang-undang  Nomor 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan

Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  pihak  Badan  Arbitrase  Nasional

Indonesia/Turut Termohon telah mendaftarkan dan menyerahkan lembar

asli  atau  salinan  otentik  putusan  Arbitrase  dalam  perkara  Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret  2021  tersebut  pada

Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada  tanggal  26  April

2021,  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Akta  Pendaftaran  No.

04/WASIT/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 April 2021; 

d.Bahwa  melalui  Surat Nomor: 21.856/V/BANI/LN, tanggal  05 Mei  2021,

Hal: Penyampaian  Salinan  Otentik  Putusan  BANI  dalam  perkara  No:

42080/XII/ARB-BANI/2019,  antara  Joint  Operation   PT.  Abuki  Jaya

Stainless  Indonesia  dan  PT.  Feni  Haltim  JO  AJSI  dan  FHT  sebagai

Pemohon  Konvensi/Termohon  Rekonvensi  melawan  PT.  Lily  Maritim

Indonesia  sebagai  Termohon  Konvensi/Pemohon  Rekonvensi,  Turut

Termohon  telah  menyampaikan  Salinan  Otentik  putusan  arbitrase

tersebut  kepada  Pemohon  dan  Termohon  pada  tanggal  04  Mei  2021

Berdasarkan surat tersebut Turut Termohon telah pula memberitahukan
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bahwa putusan arbitrase dalam  perkara No: 42080/XII/ARB-BANI/2019,

tersebut  telah  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada

tanggal 26April 2021;

e.Bahwa  berdasarkan  pasal  71  Undang-undang  Nomor 30  tahun  1999

tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa telah menetapkan

batas  waktu  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  yaitu  harus

diajukan  secara  tertulis  dalam waktu  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari

terhitung  sejak  hari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan

arbitrasetersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri;

f. Bahwa  apalagi  terhadap  putusan  arbitrase  perkara  Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 yang telah mempunyai

kekuatan  hukum  tetap tersebut, Termohon  telah  mengajukan

permohonan aanmaning eksekusi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta  Utara pada  tanggal  14  Oktober 2022.  Sebagaimana  Surat

Pemohonan  Aanmaning  Eksekusi tertanggal  14  Oktober 2022,

Perihal:Permohonan Aanmaning Eksekusi atas Putusan Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30

Maret 2021,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde); 

g.Bahwa dengan demikian permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase

dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021

yang  diajukan  oleh  Pemohon  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara

tersebut  telah  daluarsa  atau  melampaui  batas  waktu  yang  telah

ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh

karena permohonan pembatalan  putusan arbitrase yang diajukan oleh

Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2022 tersebut telah melampaui batas

waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  hari  penyerahan  dan

pendaftaran  putusan  arbitrase  tersebut  kepada  Panitera  Pengadilan

Negeri  Jakarta  Utara.  Sehingga  batas  waktu  terakhir  bagi  Pemohon

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase perkara Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut,  yaitu  pada

tanggal 25 Mei 2021;

h.Bahwa  Termohon  menilai  dalil  Pemohon  pada  huruf  B,  angka  1  dan

angka 3, halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon

pengajuan pembatalan BANI telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sampai saat ini Pemohon belum menerima putusan resmi dari

Badan  Abitase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dan  Pemohon  baru
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mengetahui  jika Badan  Arbitase  Nasional  Indonesia  (BANI)  telah

melimpahkan perkara No : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret

2021  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  sekitar bulan  April  2021

setelah ditanyakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 18

Oktober 2022 adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan

fakta-fakta  yang  terjadi,  oleh  karena  dengan  alasan-alasan  sebagai

berikut:

1. Pada saat  putusan Arbitrase dalam perkara Nomor:  42080/XII/ARB-

BANI/2019, diputuskan dan diucapkan pada hari  Selasa, tanggal 30

Maret 2021, di  kantor BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

(BANI)oleh  Majelis  Arbitrase,  yang  terdiri  dari  Prof.  Dr.  Eddie  Toet

Hendratno, S.H.,M.Si, FCBArb, sebagai Ketua Majelis Arbitrase, serta

Prof.  Dr.  Djuhaendah  Hasan,  S.H.,  FCBArb  dan  Dr.  Danrivanto

Budhijanto,  S.H.,  LL.M,  in  IT  Law,  FCBArb  masing-masing  sebagai

Anggota  Majelis  Arbitrase  serta  didampingi  oleh  Sekretaris  Majelis

Magdalena Sirait,  S.H.,  M.H,  dengan dihadiri  oleh  Kuasa Pemohon

Konvensi/Termohon  Rekonvensi  dan  Kuasa  Termohon  Konvensi/

Pemohon  Rekonvensi.  Sebagaimana  tercantum dalam bagian  akhir

putusan Arbitrase dalam perkara  Nomor:  42080/XII/ARB-BANI/2019,

tanggal 30 Maret 2021. Oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum

bagi pihak Badan Arbirtase Nasional Indonesia (Turut Termohon) tidak

memiliki  kewajiban  dan  atau  keharusan untuk  memberitahukan  isi

putusan Arbitrase tersebut kepada para pihak yang berperkara, yaitu

baik  kepada  Pemohon  selaku  Termohon  Konvensi/Pemohon

Rekonvensi  maupun  kepada  Termohon  selaku  Pemohon

Konvensi/Termohon Rekonvensi;

2. Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 58

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian  Sengketa,  pihak  Badan  Arbitrase  Nasional

Indonesia/Turut Termohon  melalui Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN,

tanggal 05 April 2021, Hal : Penyampaian Copy Putusan BANI dalam

perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, telah menyampaikan Copy

Putusan  BANI  dalam  perkara Nomor:  42080/XII/ARB-BANI/2019,

kepada  para  pihak  yang  berperkara,  baik  kepada  Pemohon selaku

Termohon Konvensi/Pemohon  Rekonvensi maupun Termohon selaku

Pemohon  Konvensi/Termohon  Rekonvensi  copy  agar

dapatmengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase
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untuk melakukan koreksi kekeliruan administrative danatau menambah

atau mengurangai sesuatu tututan putusan;

3. Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 59

ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  pihak  Badan  Arbitrase  Nasional

Indonesia/  Turut  Termohon  telah  mendaftarkan  dan  menyerahkan

lembar asli  atau  salinan  otentik  putusan  Arbitrase  dalam  perkara

Nomor:  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret  2021  tersebut

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26

April  2021,  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Akta  Pendaftaran  No.

04/WASIT/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal  26  April  2021.Dengan  demikian

pihak  Badan  Arbirtase  Nasional  Indonesia  (Turut  Termohon)  telah

melaksanakan kewajiban tersebut di atas,sebagaimana diamanahkan

oleh Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang

Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yang  berbunyi:

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase

diserahkan  dan  didaftarkan  oleh  arbiter atau  kuasanya  kepada

Pengadilan Negeri”; 

4. Bahwa  bahkan melalui  Surat  Nomor:  21.856/V/BANI/LN, tanggal  05

Mei  2021,  Hal: Penyampaian  Salinan  Otentik  Putusan  BANI  dalam

perkara No.:  42080/XII/ARB-BANI/2019,  antara Joint  Operation  PT.

Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Haltim JO AJSI dan FHT

sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT. Lily

Maritim Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi,

Turut  Termohon  telah  menyampaikan  Salinan  Otentik  putusan

arbitrase tersebut  kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 04

Mei  2021.  Berdasarkan  surat  tersebut  Turut  Termohon  telah  pula

memberitahukan  bahwa  putusan  arbitrase  dalam  perkara  No.:

42080/XII/ARB-BANI/2019, tersebut  telah  didaftarkan  di  Pengadilan

Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26April 2021;

5. Bahwa dengan demikian Termohon menilai  dalil Pemohon pada huruf

B, pada angka 3, halaman 3, yang pada pokoknyamenyebutkanbahwa

Pemohon  baru  mengetahui  jika  Badan  Arbitase  Nasional  Indonesia

(BANI)  telah  melimpahkan  perkara  No.:  42080/XII/ARB-BANI/2019,

tanggal 30 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar
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bulan April 2021 setelah ditanyakan pada Pengadilan Negeri Jakarta

Utara tertanggal 18 Oktober 2022 adalah tidak beralasan hukum;

6. Bahwa bahkan  Termohon menilai  permohonan pembatalan  putusan

Arbitrase Pemohon yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta

Utara  dengan  register perkara  Nomor:

694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr. pada  tanggal  20  Oktber 2022

tersebut di atas berdasarkan itikat tidak baik.  Oleh karena Pemohon

menyatakan bahwa baru pada tanggal 18 Oktober 2022  mengetahui

putusan  arbitrase  No.:  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret

2021 tersebut didaftarkan di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara pada

tanggal 26 April 2021, akan tetapi fakta yang sesungguhnya Pemohon

pada tanggal 02 Oktober 2022 telah memberi kuasa kepada Saudara

HEROE WASKITO, S.H. dan kawan-kawan dari CATRA INDHIRA LAW

FIRM guna mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase a

quo.Sedangkan  berdasarkan  pasal  71  Undang-undang  Nomor 30

tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa

bahwa  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  harus  diajukan

secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak  hari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan  arbitrase  pada

Pengadilan Negeri;

i. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas,

Termohon  menilai  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  yang

dimohonkan  oleh  Pemohon telah  daluarsa  atau  lampau  waktu.  Oleh

karena itu, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus  perkara  ini  berkenan  menolak  permohonan  Pemohon  untuk

seluruhnya  atau  setidak-tidaknya  menyatakan  permohonan  Pemohon

tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Eksepsi Permohonan Pemohon Prematur.

a.   Bahwa  setelah  Termohon membaca dan mempelajari  alasan-

alasan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  untuk  membatalkan  putusan

Arbitrase dalam Perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30

Maret 2021, maka Termohon menemukan alasan-alasan permohonan

yang diajukan Pemohon tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Di  dalam  dalil  permohonan Pemohon pada angka I,  15, halaman

6,yang menyebutkan bahwa “atas tidak dipertimbangkannya alasan-

alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada
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faktanya  disebabkan  karena  keadaan  kahar yang  kemudian

diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi”; 

2. Di  dalam  dalil  permohonan  Pemohon  pada  angka  I,  angka  16,

halaman 7, yang menyimpulkan, “berdasarkan ketentuan ‘pasal 70

Undang-undang  Nomor 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa’ tersebut jelas bahwa salah satu

alasan  untuk  mengajukan  suatu  gugatan pembatalan  terhadap

putusan  Arbitrase adalah apabila putusan yang diambil  dari  hasil

tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam

pemeriksaan sengketa dan atau setelah putusan diambil ditemukan

dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak

lawan”;

3. Di  dalam  dalil  permohonan  Pemohon  pada  angka  II,  angka  24,

halaman  12, disebutkan  bahwa  “atas  tidak  dipertimbangkannya

alasan-alasan  keterlambatan  pengiriman  barang  milik  Termohon

yang  pada  faktanya  disebabkan  karena  keadaan  kahar yang

kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi

dari Pemohon dengan menghadirkan alat bukti surat No. 016/AJSI-

FHT-JO/IX/2018, tertanggal 14 September 2018 perihal permintaan

instruksi  berlayar kapal TB. Toll  Hurricane/BG. Lily Trans 2 untuk

berlayar menuju Jett PT. ARA di Subaim guna untuk memindahkan

kargo milik Termohon di kapal/  TB. Orcha Laju BG. Orcha laut 8

yang  bocor akibat  terkena  badai  serta  surat  No.  017/AJSI-FHT-

JO/IX/2018,  tertanggal  14  September 2018  tentang  instruksi

bongkar cargo  kapal  TB.  Orcha  laju/BG.  Orcha  Laut  8  sebagai

tindak  lanjut  dari  surat  Termohon  No.  311/GM-LMI/IX/2018,

tertanggal  8  September 2018 yang intinya  mengingatkan kepada

Termohon  akan  tanggung  jawab  atas  keselamatan  Cargo  milik

Termohon”; 

4. Di  dalam  dalil  permohonan  Pemohon  pada  angka  II,  angka 25,

halaman 12, yang menyimpulkan, “bahwa berdasarkan surat-surat

tersebut  terdapat  dugaan  manipulatif yang  mengabulkan  adanya

keadaan kahar menjadi keadaan wanpestasi”; 

5. Di dalam dalil pemohomonan Pemohon pada angka 26, halaman 13

yang  menyatakan  “berdasarkan  ketentuan  ‘Pasal  70  Undang-

undang  Nomor 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif

Penyelesaian  Sengketa’  tersebut  jelas  bahwa  salah  satu  alasan
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untuk  mengajukan  suatu  gugatan pembatalan  terhadap  putusan

Arbitrase  adalah  apabila  putusan  yang  diambil  dari  hasil  tipu

muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan

sengketa dan  atau  setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen

yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan”;

b. Bahwa  akan  tetapi,  Tidak  ada  satu  pun  putusan  pengadilan  yang

berkuatan hukum tetap yang menyatakan adanya “tipu muslihat”yang

dilakukan  oleh  Termohon  dan  atau  Turut  Termohon,  atau  “setelah

putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang

disembunyikan  oleh  pihak  lawan”  di  dalam  proses  pemeriksaan

perkara Putusan Arbitrase Nomor:  42080/XII/ARB-BANI/2019 (Objek

Sengketa);

c. Bahwa oleh karena di dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No.

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

dijelaskan sebagai berikut:

“Permohonan  pembatalan  hanya  dapat  diajukan  terhadap  putusan

arbitrase  yang  sudah  didaftarkan  di  pengadilan.  Alasan-alasan

permohonan  pembatalan  yang  disebut  dalam  pasal  ini  harus

dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan.  Apabila  pengadilan

menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti,

maka  putusan  pengadilan  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar

pertimbangan  bagi  hakim  untuk  mengabulkan  atau  menolak

permohonan”;

d. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 70 tersebut di atas, terdapat

ketentuan memaksa dan tegas (dwingen recht), dimana untuk alasan-

alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal tersebut

harus  dibuktikan  dengan  adanya  putusan  pengadilan.  Sedangkan

menyangkut  persyaratan adanya putusan pengadilan  terkait  adanya

unsur tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase yang pernah

diajukan  ke  Mahkamah  Agung  RI,  telah  dinyatakan  dengan  tegas

dalam  putusannya  tanggal  21  Januari  2008  Nomor  855

K/Pdt.Sus/2008, Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor : 12 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan Putusan MARI

No. 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, yang pada intinya

permohonan dari  pemohon dianggap  premature.  Oleh karena harus

dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat

atau kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak);
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e. Bahwa  berdasarkan  uraian  dan  alasan  tersebut  di  atas,  Termohon

menilai permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dimohonkan

oleh Pemohon Prematur.  Oleh karena itu, Termohon mohon kepada

Majelis  Hakim yang memeriksa  dan memutus  perkara  ini  berkenan

menolak  permohonan  Pemohon  untuk  seluruhnya  atau  setidak-

tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard).

3. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Error In Persona.

a. Bahwa  di  dalam  permohonan  pembatalan  putusan  abitase  a  quo,

Pemohon telah menarik  PT.  EMAS ANTAM INDONESIA dahulu PT.

ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA dan PT. FENI HALTIM sebagai

pihak  Termohon  dan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)

sebagai pihak Turut Termohon;

b. Bahwa  sedangkan  di  dalam  permohonan  Pemohon yang  menjadi

objek permohonan adalah “Putusan Arbitrase Nomor : 42080/XII/ARB-

BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang diputus oleh Majelis Arbitrase

atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”. Sebagaimana

tercantum pada pasal 14 ayat (1) BANI Rules, yang berbunyi, sebagai

berikut:

”Setelah  terbentuk  atau  ditunjuk  berdasarkan  ketentuan-ketentuan

dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus

sengketa  antara  para  pihak  atas  nama  Badan  Arbitrase  Nasional

Indonesia  dan  karenanya  dapat  melaksanakan  segala  kewenangan

yang dimiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehubungan dengan

pemeriksaan  dan  pengambilan  keputusan-keputusan  atas  sengketa

dimaksud”;

c. Bahwa dengan demikian seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam

perkara  ini adalah Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  sebagai

lembaga yang memiliki  kewenangan untuk menyelesaikan sengketa

Arbitrase bukan terhadap Termohon selaku pihak yang bersengketa;

d. Bahwa  berdasarkan  uraian  dan  alasan  tersebut  di  atas,  Termohon

menilai  permohonan Pembatalan  putusan Badan Arbitrase Nasional

Indonesia  yang  diajukan  oleh  Pemohon  telah  “salah  alamat”  atau

“error in persona”. Oleh karena itu, Termohon mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak

permohonan  Pemohon  untuk  seluruhnya  atau  setidak-tidaknya
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menyatakan  permohonan  Pemohon  tidak  dapat  diterima  (Niet

Ontvankelijke Verklaard);

4. Eksepsi  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  62  Ayat  (4)  Jo.  Pasal  60

Undang-Undang No.  30  tahun 1999 Tentang  Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian  Sengketa,  Pengadilan  Negeri  Secara  Ex-Officio  Harus

Menyatakan Diri  Tidak Berwenang Memeriksa Materi  Permohonan A

Quo.

1. Bahwa  seperti  yang  telah  diuraikan  oleh  Pemohon  dalam  Posita

permohonan  aquo, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon

dan  Termohon  (Perkara  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia Nomor

42080/XII/ARB-BANI/2019)  yang  diperiksa  melalui  arbitrase  sebagai

choice  of  forum  para  pihak.  Bahwa  Perkara  antara  Pemohon  dan

Termohon  tersebut  telah  diputus  melalui  putusan  arbitrase  in  cassu

Putusan  BANI  Nomor:  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret

2021;

2. Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo terutama mengenai pokok-

pokok  Permohonan  yang  diajukan  Pemohon,  ternyata  didapati  bahwa

dalil  Permohonan  aquo  merupakan  dalil  yang  kurang  lebihnya

sama/identik dengan yang dikemukakan dalam perkara arbitase  antara

Pemohon  melawan  Termohon  Perkara  BANI  Nomor  :  42080/XII/ARB-

BANI/2019:

a. Melalui  pengulangan  dalil  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa  Pemohon

berupaya untuk menggiring dan menarik pengadilan memasuki area

penilaian/pertimbangan hukum yang telah dilakukan arbitrase;

b. Sedangkan seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonan

aquo  telah  dipertimbangkan  dan  telah  selesai  diperiksa,  diuji  dan

diputus melalui arbitrase;

c. Mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun

1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa

(Undang-Undang Arbitrase),  putusan  arbitrase  beserta  seluruh

pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon

tersebut merupakan putusan final dan berkekuatan hukum tetap;

d. Oleh  karena  itu, Pasal  62  ayat  (4)  Undang-Undang Arbitrase  dan

Penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau

memeriksa  wilayah  alasan  maupun  pertimbangan  hukum  dalam

putusan arbitrase;
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3. Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Pasal 62

ayat (4) jo Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase tersebut:

 Dalam hukum acara dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-

undang  yang  tidak  dapat  dibantah  (praesumptio  juris  et  de  jure)

berdasarkan Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg;

 Dengan  demikian,  nilai  kekuatan  pembuktiannya  adalah  bersifat

sempurna,  mengikat  dan  menentukan  (volledig  en  bindende

bewijskracht);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal

132 Rv, pengadilan diharuskan untuk secara ex-officio menyatakan diri tidak

berwenang (onbeveogheid) memeriksa perkara aquo. Oleh karena itu, telah

cukup landasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan

dalam Putusan Sela (interlocutory):

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

- Menyatakan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  tidak  berwenang

(onbeveogheid) memeriksa perkara ini;

Berdasarkan  seluruh  uraian  dan  alasan-alasan tersebut  di  atas,  Termohon

mohon  kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

berkenan  menolak  permohonan  Pemohon  untuk  seluruhnya  atau  setidak-

tidaknya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat  diterima

(Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Dalam Eksepsi  Termohon mohon dianggap menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil Dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali diakui

secara tegas kebenarannya;

3. Bahwa  Termohon  tidak  akan  menanggapi  dalil-dalil permohonan

Pemohon pada angka I, angka 1 sampai dengan angka 22, dan dalil-dalil

permohonan Pemohon pada angka II, angka 1 sampai dengan angka 31,

oleh  karena  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  tersebut  merupakan

pengulangan  dari  dalil-dalil  Pemohon  yang  disampaikan  dalam

permohonan  penyelesaian  melalui  Arbitrase  (BANI).  Sebagaimana

tertuang pada putusan Arbitrase (BANI) perkara  Nomor: 42080/XII/ARB-

BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas telah

mendapat pertimbangan hukum yang cukup dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku  dari  Majelis  Arbitrase  (Turut
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Termohon).  Pertimbangan  hukum  Majelis  Arbitrase  (Turut  Termohon)

tersebut tertuang dalam putusan Arbitrase (BANI) dalam Perkara  Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019,  dan  dibacakan  dimuka  persidangan  pada

tanggal 30 Maret 2021 (Objek Sengketa);

5. Bahwa walaupun demikian setelah Termohon membaca dan mempelajari

alasan-alasan  yang  diajukan  Pemohon  untuk  membatalkan  putusan

Arbitrase dalam Perkara  Nomor  :  42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30

Maret  2021,  maka  Termohon  menemukan  alasan-alasan  permohonan

yang diajukan Pemohon tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-

BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, diambil dari hasil tipu muslihat yang

dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan atau

setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan

yang disembunyikan oleh pihak lawan. Sebagaimana tertuang dalam

dalil  permohonan Pemohon pada angka I,  angka 16, halaman 7 dan

angka II, angka 26, halaman 13;

b. Bahwa putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-

BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, dikarenakan kapal pengangkut milik

Pemohon  terkena  badai  yang  sangat  hebat  dan  mengalami

kerusahakan  maka  secara  otomatis  kapal  pengangkut  tidak  berjalan

dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia, dengan demikian merujuk

pada  perjanjian  kerjasama  No.  007/PK-0000/100/VII/2018  Jo  No.

004/P/2513/PD.AJSI/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 pasal 9 ayat (1) dan (2)

perjanjian  aquo  maka  tidak  ada  satupun  pihak  yang  akan

bertanggungjawab  terhadap  pihak  lain  atas  kegagalan  atau

keterlambatan  kewajiban  dikarenakan  “Keadaan  kahar”  dan  akan

dibebaskan  dari  kewajiban  atas  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.

Sebagaimana  dalil  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase

Pemohon pada angka I, angka 12, halaman 6 dan angka II, angka 12,

halaman 10 dan angka 18,  halaman 11;

c. Bahwa terdapat  dugaan kerusakan lampu dan kebocoran kapal

disebabkan  keadaan  kahar  serta  berita  acara  kapten  kapal  tidak

dimunculkan  dalam  persidangan  arbitrase  pada  Badan  Arbitrase

Nasional  Indonesia.  Sebagaimana  dalil  permohonan  Pemohon  pada

angka I, angka 13, halaman 6 dan angka II, angka 22, halaman 12.

Halaman 25 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil-dalil alasan permohonan

pembatalan Pemohon pada point 5 huruf a tersebut di atas, dengan alasan

sebagai berikut:

a. Tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkuatan hukum

tetap  yang  menyatakan  adanya  “tipu  muslihat” yang  dilakukan  oleh

salah satu pihak  ‘Termohon’ dan atau  Turut Termohon’ atau “setelah

putusan diambil  ditemukan dokumen yang bersifat  menentukan yang

disembunyikan oleh pihak lawan” di dalam proses pemeriksaan perkara

Putusan Arbitrase Perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019 (Objek

Sengketa) tersebut. Sebagaimana Penjelasan dari Pasal 70 Undang-

Undang  No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif

Penyelesaian  Sengketa,  yang  berbunyi:  “Alasan-alasan  permohonan

pembatalan  yang  disebut  dalam  pasal  ini  harus  dibuktikan  dengan

putusan  pengadilan.  Apabila  pengadilan  menyatakan  bahwa  alasan-

alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini

dapat  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  untuk

mengabulkan atau menolak permohonan”;

b. Hal  tersebut  sesuai  pula  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia No. 641 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 21 Desember

2011,  yang  kaidah  hukumnya  berbunyi:  “Bahwa  alasan  pembatalan

putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 345/IV/ARB-

BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak

memenuhi  ketentuan  Pasal  70  Undang-Undang  No.  30  tahun  1999

tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  di  mana  di

dalam Penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus

dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan”;

c. Pemohon  di  dalam  dalil-dalil  permohonan  pembatalan  putusan

Arbitrase (objek sengketa) tidak menyebutkan  dokumen yang bersifat

menentukan,  yang  disembunyikan  oleh  pihak  lawan,  Pemohon  juga

tidak menjelaskan  letak terjadinya “Tipu Muslihat yang dilakukan oleh

satu  pihak  (terutama  Termohon)  dalam  pemeriksaan  sengketa”.

Sebagaimana  disyaratkan  dalam  Pasal  70  huruf  b  dan  c,  Undang-

Undang  No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif

Penyelesaian Sengketa;

7. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil-dalil alasan permohonan

pembatalan  Pemohon  pada  point  5,  huruf  b tersebut  di  atas, dengan

alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
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a. Pemohon  telah  menyamakan  permasalahan  yang  terjadi  pada

Perjanjian  Kerjasama  No.  006/PK-0000/100/VII/2018  jo  No.

003/P/2513/PD.AJSI/2018,  tertanggal  4  Juli  2018,  dengan

permasalahan  yang  terjadi  pada  perjanjian  kerjasama  No.  007/PK-

0000/100/VII/2018  Jo  No.  004/P/2513/PD.AJSI/2018  tanggal  4  Juli

2018,  yaitu  dengan  menyatakan  bahwa “dikarenakan  kapal

pengangkut  milik  Pemohon  terkena  badai  yang  sangat  hebat  dan

mengalami  kerusahakan  maka  secara  otomatis  kapal  pengangkut

tidak  berjalan  dan  hal  tersebut  diluar kekuasaan  manusia,  dengan

demikian  merujuk  pada  perjanjian  kerjasama  No.  007/PK-

0000/100/VII/2018  Jo  No.  004/P/2513/PD.AJSI/  2018  tanggal  4  Juli

2018 Pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo....”

b. Sedangkan  faktanya  yang  sesungguhnya permasalahan  yang

timbul di dalam Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 jo

No. 003/P/2513/PD.AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2018, berbeda dengan

permasalahan  yang  terjadi  pada  perjanjian  kerjasama  No.  007/PK-

0000/100/VII/2018  Jo  No.  004/P/2513/PD.AJSI/2018  tanggal  4  Juli

2018. Oleh  karena  permasalahan  yang  terjadi  pada  Perjanjian

Kerjasama  No.  006/PK-0000/100/VII/2018  jo  No.

003/P/2513/PD.AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2018, yaitu “permasalahan

Kapal TB Singa laut 88/TB Singa Laut 8 yang sejak awal dikirim oleh

Pemohon  yaitu  kapal  dengan  ukuran  320  feet  dengan  muatan  ±

10.000 metrik ton, ternyata hanya dapat dimuati ± 7.500 metrik ton”.

Permasalahan tersebut diakui  dengan tegas oleh Yohn Haria Bhakti

selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) yang tertuang

dalam Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Yohn Haria Bhakti Dalam

Perkara Arbitrase No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, pada jawaban angka

5 (Vide Bukti  T-6). Sehingga perlu adanya penyesuaian harga sewa

kapal  TB  Singa  Laut  88/BG  Singa  Laut  8  dari  harga  sewa

Rp.800.000.000,-  per  bulan  ke  kapal  pengganti  yaitu  kapal/TB.  Toll

Huricane/BG Lily Trans 2 dengan harga sewa Rp.700.000.000,- (tujuh

ratus juta rupiah) per bulan. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Rapat Operational Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan TB.

Ocha  Laju/BG  Ocha  Laut  8  No.  002/JO/OK/IX/2018  tanggal  5

September 2018, yang dibuat oleh pihak Pemohon dan Termohon;

c. Permasalahan lain yang terjadi yaitu Kapal TB Singa laut 88/TB

Singa Laut 8, pada tanggal 14 dan tanggal 15 Agustus 2018, Tali kapal
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putus dan stoper patah, dan tanggal 16 Agustus 2018 Awaiting Ship

Moring on Board yang mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi/off

hire selama 3 (dua) hari.  Permasalahan tersebut dibuktikan dengan

Chatting atau percakapan melalui WhatsApp antara Yohn Haria Bhakti

selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) dengan pihak

Termohon Kerusakan kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 terjadi

tanggal  19  Agustus  2018  kapal  setelah  selesai  bongkar  muatan  di

Morosi. Walaupun telah diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar No.

Y.4.3-UPP.III-WK/3370/VIII/LRG-2018 untuk Kapal TB. Singa Laut 88

mengandeng  BG.  Singa  laut  8  untuk  bertolak  dari  Morosi  menuju

pelabuhan tujuan Subaim/Halmahera tanggal 18 Agustus 2018, namun

pada  tanggal  19  Agustus  2018  tidak  dapat  berangkat  dikarenakan

kapal/tongkang rusak. Sehingga Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia)

dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi

dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Nomor:  006/PK-

0000/100/VII/2018 jo Nomor: 003/P/2513/PD.AJSI/2018, tertanggal 4

Juli  2019 tersebut.  Oleh karena  Kapal  TB.  Singa Laut 88/Tongkang

Singa Laut 8 mengalami kerusakan sejak tanggal 20 Agustus 2018,

Pemohon  (PT.  Lily  Maritim  Indonesia)  tidak  memberikan  kapal

penggantinya hingga  perjanjian  kerjasama  tersebut  yang  berakhir

pada tanggal 31 Desember 2018;

d. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada perjanjian kerjasama

No.  007/PK-0000/100/VII/2018  Jo  No.  004/P/2513/PD.AJSI/2018

tanggal 4 Juli 2018, yaitu setelah pengoperasian kapal Tugboat Orca

Laju  dan   Tongkang/Barge  Orca  Laut  8  dari  tanggal  26  Juli  2018

sampai  dengan saat  Kapal/Tugboat  Orca Laju  dan Tongkang/Barge

Orca Laut 8 yang berlayar dari pelabuhan Subaim menuju pelabuhan

Bahodopi  (SMI)  pada  tanggal  3  September  2018  mengalami

kebocoran. Oleh karena kapal tersebut mengalami kebocoran, maka

dari tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September

2018  atau  selama  7  (tujuh)  hari,  dilakukan  perbaikan  (docking)

tongkang yang bocor. Sebagaimana Berita Acara Perbaikan Tongkang,

tertanggal  4  September 2018,  yang dibuat  oleh  Imam Arif  Rahman

selaku Mualim I dan diketahui Nahkoda;

e. Kerusakan-kerusakan dan kendala-kendala dalam pengoperasian

kapal TB Orca Laju-TB Orca Laut 8 tersebut di  atas terungkap dan

diakui  oleh  pihak  Pemohon (PT.  Lily  Maritim  Indonesia),  pada saat
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dilakukan  rapat  antara  pihak  Termohon  dengan  Termohon  (PT.  Lily

Maritim  Indonesia)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  5  September

2018. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Operasional

Kapal TB. Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan TB. Orca Laju/BG Orca

Laut 8 No. 002/JO/OK/IX/2018 tanggal 5 September 2018;

f.     Setelah  dilakukan  perbaikan  oleh  pihak  Pemohon (PT.  Lily

Maritim  Indonesia),  pihak  Pemohon  menyatakan  siap  untuk

mengoperasionalkan  kembali  kapal  Tugboat  Orca  Laju  -

Tongkang/Barge Orca Laut 8 dengan mengeluarkan Surat Peryataan

No.  311/GM-LMI/IX/2018  tertanggal  8  September  2018  perihal  TB.

Orca laju/BG Orca Laut 8.Sehingga pada tanggal 11 September 2018

sampai dengan tanggal 13 September 2018 atau selama 3 (tiga) hari,

kapal TB. Orca laju/ BG Orca Laut 8 dilakukan muat kembali bijih Nikel

milik  PT.  Multi  Mega  Anugerah  Global  di  Subaim dengan  tujuan

Bahodopi.  Sehingga  baru  pada  tanggal  14  September  2018  kapal

mulai berlayar dari Subaim (PT. ARA) mengangkut barang/cargo milik

PT. Multi Mega Anugrah Global menuju Bahodopi, akan tetapi baru ± 3

jam  berlayar  kapal  mengalami  kebocoran  kembali,  sehingga  kapal

harus  dibawa  ke  Jetty  PT.  ARA Subaim  untuk  dilakukan  evakuasi

muatan  oleh  pihak  Pemohon  (PT.  Lily  Maritim  Indonesia)  dimana

Pemohon mengirimkan kapal TB. Toll Hurricane untuk mengevakuasi

muatan;

g. Berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Termohon membantah

dan menolak dengan tegas dalil  Pemohon yang menyatakan bahwa

kerusakan  kapal  pengangkut  milik  Pemohon  terkena  badai  yang

sangat  hebat  dan  mengalami  kerusahakan  maka  secara  otomatis

kapal  pengangkut  tidak  berjalan  dan  hal  tersebut  diluar kekuasaan

manusia,  dengan  demikian  merujuk  pada  perjanjian  kerjasama  No.

007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4

Juli  2018 pasal  9  ayat  (1)  dan (2)  perjanjian  aquo maka tidak  ada

satupun pihak yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas

kegagalan atau ketelambatan kewajiban dikarenakan “keadaan kahar”

dan  akan  dibebaskan  dari  kewajiban  atas  pelaksanaan  perjanjian

tersebut,  oleh karena fakta yang sesungguhnya telah terbukti  nyata

bahwa kebocoran Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tidak termasuk

force majeure (keadaan kahar), akan tetapi merupakan kelalaian dari

Pemohon  selaku  Pemilik  Kapal. Apalagi  sebelum kapal  mengalami
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kebocoran,  Pemohon  melalui surat  pernyataan  Pemohon  (PT.  Lily

Maritim Indonesia) No. 311/GM-LMI/IX/2018 tertanggal  8 September

2018 perihal : Surat Pernyataan TB. Orca laju/BG Orca Laut 8,  telah

menyatakan dengan tegas bahwa “Pemilik kapal (Pemohon) menjamin

dan  bertanggungjawab  atas  keselamatan  kargo  atau  barang  yang

diangkut  beserta  crew  sampai  di  pelabuhan  tujuan,  kecuali  hal-hal

yang  bersifat  force  majeure” Sedangkan  Pemohon  selaku  pemilik

Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tidak dapat membuktikan bahwa

peristiwa  kebocoran  Kapal  TB  Orca  Laju/BG  Orca  Laut  8  tersebut

merupakan  force  majeure  (keadaan  kahar), sebagaimana  tertuang

dalam  Pasal  9  ayat  (3)  perjanjian  kerjasama No.  007/PK-0000/100/

VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018;

8. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil-dalil alasan permohonan

pembatalan Pemohon pada point 5 huruf c tersebut di atas, dengan alasan

sebagai berikut;

a. Apabila Pemohon menilai  kerusakan lampu dan kebocoran kapal

disebabkan keadaan kahar atau force majeure, maka Pemohon yang

seharusnya  menghadirkan  atau  memunculkan  bukti-bukti  tersebut

termasuk berita acara kapten kapal  jika ada, di  muka  persidangan

arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut, bukan

justu  menuduh  Termohon  dan  atau  Turut  Termohon  tidak

menghadirkan  atau  memunculkan  bukti-bukti  tersebut  di  muka

persidangan arbitrase;

b. Fakta  yang  sesungguhnya  tidak  ada  satu  bukti  pun  yang

membuktikan  bahwa  kerusakan  lampu  dan  kebocoran  kapal

disebabkan keadaan kahar  yang  diajukan  oleh  Pemohon di  muka

persidangan  Arbitrase  pada  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia.

Oleh karena Pemohon selaku pemilik Kapal TB Orca Laju/BG Orca

Laut  8  yang seharusnya membuktikan bahwa peristiwa kerusakan

lampu dan kebocoran Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tersebut

disebabkan keadaan  force majeure (keadaan kahar),  sebagaimana

disyaratkan dalam Pasal 9 ayat (3) perjanjian kerjasama No. 007/PK-

0000/100/VII/2018  Jo  No.  004/P/2513/PD.AJSI/2018  tanggal  4  Juli

2018;

c. Di dalam Surat Pemohon Nomor: 023/LMI-UM/IX/2018, tanggal 14

September 2018,  Hal :  Surat  Sanggahan Klaim TK Orcha Laut  8,

yang menyebutkan bahwa “... adapun yang bertanggung jawab untuk
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cargo tersebut adalah pihak asuransi kargo tersebut. Tempat muat di

Jetty tersebut adalah posisi kandas setelah ada muatan dan terdapat

banyak  batu  sana,  jadi  tongkang  kita  bocor setelah  muat  kandas

kena batu. kami (Pemohon) akan mengajukan Klaim kerusakan dan

perbaikan  kapal  ini  ke  SHIPPER karena  melakukan  pemuatan  di

tempat yang kandas dan banyak batunya (ada beberapa batu besar

juga)..”;

d. Bahkan hal tersebut ditegaskan kembali  oleh Yohn Haria Bhakti

selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) yang tertuang

dalam Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Yohn Haria Bhakti Dalam

Perkara  Arbitrase  No. 42080/XII/ARB-BANI/2019,  pada  jawaban

angka 11, yang menerangkan bahwa “dapat saya sampaikan bahwa

kapal TB Orcha Laju/BG. Orcha Laut 8 mengalami kerusakan pada

tanggal 14 September 2018 dikarenakan kapal TB. Orcha Laju/BG

Orcha Laut  8  mengalami  kebocoran akibat  terbenturnya Kapal  TB

Orcha Laju/BG. Orcha Laut 8 dengan karang”;

9. Bahwa Temohon menolak dan membantah dengan tegas  di dalam dalil

permohonan Pemohon pada angka I,  angka 15, halaman  6, yang pada

pokoknya menyatakan bahwa putusan Arbitrase dalam Perkara  Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019, yang diputus dengan tidak mempertimbangkan

alasan-alasan  keterlambatan  pengiriman  barang  milik  Termohon  yang

pada  faktanya  disebabkan  karena  keadaan  kahar  yang  kemudian

diciptakan  seolah-olah  telah  terjadi  tindakan  Wanprestasi,  oleh  karena

Termohon  menilai  alasan  permohonan  Pemohon  tersebut  tidak  dapat

dijadikan  alasan  atau  dasar  bagi  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  untuk  melakukan  pembatalan  putusan  arbitrase

(BANI).  Oleh karena  selain  Pemohon tidak  dapat  membuktikan adanya

keadaan  kahar,  sebagaimana  disyaratkan  Pasal  9  ayat  (3)  perjanjian

kerjasama  No.  007/PK-0000/100/VII/2018  Jo  No.  004/P/2513/

PD.AJSI/2018  tanggal  4  Juli  2018. Termohon  menilai  alasan-alasan

permohonan Pemohon tersebut sudah masuk dalam pertimbangan Majelis

Arbitrase (Turut Termohon), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  putusan  arbitrase  ini  tidak  memiliki

kewenangan  untuk  memeriksa  pokok  perkara  yang  telah  diberi

pertimbangkan hukumnya oleh Majelis Arbitrase. Sebagaimana telah diatur

dalam Pasal  11 ayat  2 jo.  Pasal  62 ayat  4 Undang-Undang Nomor 30
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tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang

bunyi lengkapnya, sebagai berikut:

-   Pasal 11 ayat 2:

“Pengadilan  Negeri  wajib  menolak  dan tidak  akan campur  tangan di

dalam  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan  melalui

arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-

undang ini”;

-   Pasal 62 ayat 4:

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan

dari putusan arbitrase”;

10. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas di dalam dalil

permohonan Pemohon pada angka II, angka24, halaman 12, yang pada

pokoknya menyatakan bahwa putusan putusan Arbitrase dalam Perkara

Nomor:  42080/XII/ARB-BANI/2019, yang  diputus dengan  tidak

dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik

Termohon yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang

kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi  tindakan Wanprestasi  dari

Pemohon  dengan  menghadirkan  alat  bukti  surat  No.  016/AJSI-FHT-

JO/I/2018,  tertanggal  14  September 2018  perihal  permintaan  instruksi

berlayar kapal TB. Toll Hurricane/BG. Lily Trans 2 untuk berlayar menuju

Jett PT. ARA di Subaim guna untuk memindahkan kargo milik Termohon di

kapal/ TB. Orcha Laju BG. Orcha laut 8 yang bocor akibat terkena badai

serta surat No. 017/AJSI-FHT-JO/I/2018,  tertanggal  14 September 2018

tentang instruksi bongkar cargo kapal TB. Orcha laju/ Bg. Orcha Laut 8

sebagai  tindak  lanjut  dari  surat  Pemohon  NO.  311/GM-LMI/I/2018,

tertanggal  8  September 2018  yang  intinya  mengingatkan  kepada

Termohon  akan  tanggung  jawab  atas  keselamatan  kargo  milik

Termohon,dengan alasan sebagai berikut:

a. Alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas telah masuk

dalam  pertimbangan  Majelis  Arbitrase  (Turut  Termohon),  maka

Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  putusan  arbitrase  ini  tidak  memiliki  kewenangan  untuk

memeriksa pokok perkara yang telah diberi pertimbangkan hukumnya

oleh Majelis Arbitrase. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat

2 jo. Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
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b. Fakta  yang  sesungguhnya  terjadi  bahwa  setelah  Termohon

mendapat kabar jika kapal TB. Orca laju/BG Orca Laut 8 mengalami

kebocoran yang  terjadipada  tanggal  14  September  2018,  maka

Pemohon  segera  mengirim  surat  No.  016/AJSI-FHT-JO/I/2018,

tanggal  14  September 2018,  perihal  permintaan  instruksi  berlayar

kapal TB. Toll Hurricane/BG. Lily Trans 2 kepada Pemohon (PT. Lily

Maritim Indonesia) meminta supaya dapat menginstruksikan kapal TB

Toll Huricane/ BG Lily Trans 2 untuk berlayar menuju Jetty PT. ARA di

Subaim guna  memindahkan  dan  mengangkut  sereta  membongkar

kargo milik  Termohon di Kapal/TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 yang

mengalami kebocoran.  Termohon melalui  surat  No. 017/AJSI-FHT-

JO/I/2018, tanggal 14 September 2018, perihal permintaan instruksi

Bongkar Kargo  kapal  TB.  Orca  Laju/BG  Orca  Laut  8 guna

mengingatkan  Pemohon tentang pernyataan jaminan dan tanggung

jawab  atas  keselamatan  kargo  dan  barang  milik  Pemohon

sebagaimana  surat  Termohon  Nomor:  311/GM-LMI/IX/2018,

tertanggal  08  September 2018,  perihal  Surat  Pernyataan TB Orca

Laju/ TK Orca Laut 8;

c. Berdasarkan  2  (dua)  Surat  Termohon  tersebut  di  atas

membuktikan bahwa Pemohon selaku pemilik kapal telah melakukan

wan prestasi atau perbuatan ingkar janji, oleh karena sebelum kapal

mengalami kebocoran, Pemohon melaluisurat  pernyataan Pemohon

(PT.  Lily  Maritim  Indonesia)  No.  311/GM-LMI/IX/2018  tertanggal  8

September 2018 perihal:  Surat Pernyataan TB. Orca laju/BG Orca

Laut  8,  telah  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  “Pemilik  kapal

(Pemohon) menjamin dan bertanggungjawab atas keselamatan kargo

atau barang yang diangkut beserta crew sampai di pelabuhan tujuan,

kecuali hal-hal yang bersifat force majeure”. Di dalam Surat Pemohon

Nomor  :  023/LMI-UM/IX/2018,  tanggal  14  September 2018,  Hal.:

Surat  Sanggahan  Klaim  TK  Orcha  Laut  8,  yang  pada  pokoknya

menyebutkan bahwa “.....Tempat muat di Jetty tersebut adalah posisi

kandas  setelah  ada  muatan  dan  terdapat  banyak  batu  sana,  jadi

tongkang kita bocor setelah muat kandas kena batu. kami (Pemohon)

akan  mengajukan  Klaim  kerusakan  dan  perbaikan  kapal  ini  ke

SHIPPER karna melakukan pemuatan di tempat yang kandas dan

banyak batunya (ada beberapa batu besar juga)”;

Halaman 33 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fakta yang sesungguhnya bahwa Pemohon selaku pemilik Kapal

TB  Orca  Laju/BG  Orca  Laut  8  tidak  dapat  membuktikan  bahwa

peristiwa kebocoran Kapal  TB Orca Laju/BG Orca Laut  8 tersebut

merupakan  force  majeure  (keadaan kahar),  sebagaimana tertuang

dalam  Pasal  9  ayat  (3)  perjanjian  kerjasama  No.  007/PK-

0000/100/VII/2018  Jo  No.  004/P/2513/PD.AJSI/2018  tanggal  4  Juli

2018;

11. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas di dalam dalil

permohonan Pemohon pada angka II, angka 25, halaman 12,  yang pada

pokoknya menyatakan “bahwa berdasarkan surat-surat tersebut terdapat

dugaan  manipulatif  yang  mengaburkan  adanya  keadaan  kahar menjadi

keadaan wanprestasi”, dengan alasan sebagai beikut:

a. Alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas telah masuk

dalam  pertimbangan  Majelis  Arbitrase  (Turut  Termohon),  maka

Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  putusan  arbitrase  ini  tidak  memiliki  kewenangan  untuk

memeriksa pokok perkara yang telah diberi pertimbangkan hukumnya

oleh Majelis Arbitrase. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 ayat

2 jo. Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

b. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti berupa putusan

pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan adanya

manipulatif yang  mengaburkan  adanya  kahar menjadi  keadaan

wanprestasi  yang dilakukan oleh salah satu pihak  “Termohon” dan

atau Turut Termohon di dalam proses pemeriksaan perkara Putusan

Arbitrase  Perkara  Nomor  :  42080/XII/ARB-BANI/2019  (Objek

Sengketa) tersebut. Sebagaimana Penjelasan dari Pasal 70 Undang-

Undang  No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif

Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: “Alasan-alasan permohonan

pembatalan yang disebut dalam pasal  ini  harus dibuktikan dengan

putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-

alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan

ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk

mengabulkan atau menolak permohonan”;

12. Bahwa  Termohon  menilai  alasan-alasan permohonan  Pemohon  untuk

membatalkan  putusan  Arbitrase  tersebut  tidak  termasuk  unsur-unsur

alasan yang disyaratkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun
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1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permohonan

Pembatalan dari  Pemohon didapati  bahwa dalil=dalil Permohonan  aquo

merupakan  dalil  yang  kurang  lebihnya  sama/identik  dengan  yang

dikemukakan  Pemohon  dalam  perkara  arbitrase  melawan  Termohon

Perkara  BANI  Nomor  :  42080/XII/ARB-BANI/2019.  Sedangkan seluruh

dalil-dalil  Pemohon  sebagaimana  dalam  Permohonan  aquo  telah

dipertimbangkan  dan  telah  selesai  diperiksa,  diuji  dan  diputus  melalui

arbitrase.  Pembatalan  putusan  arbitrase  telah  dibatasi  secara  limitatif

dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 

Bunyi lengkap pasal 70 tersebut, sebagai berikut:

Terhadap  putusan  arbitrase  para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan

pembatalan  apabila  putusan  tersebut  diduga  mengandung  unsur-unsur

sebagai berikut:

a. surat  atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan,  setelah

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat

menentukan, yangdisembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah

satu pihak dalampemeriksaan sengketa.

Sedangkan  berdasarkan  penjelasan  Pasal  70  Undang-Undang  No.  30

tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa

dijelaskan sebagai berikut:

“Permohonan  pembatalan  hanya  dapat  diajukan  terhadap  putusan

arbitrase  yang  sudah  didaftarkan  di  pengadilan.  Alasan-alasan

permohonan pembatalan yang disebut  dalam pasal  ini  harus dibuktikan

dengan  putusan  pengadilan.  Apabila  pengadilan  menyatakan  bahwa

alasan-alasan  tersebut  terbukti  atau  tidak  terbukti,  maka  putusan

pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim

untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

Berdasarkan  seluruh  uraian  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Termohon

memohon dengan  hormat  kiranya  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta

Utara  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  ini  berkenan  memberikan

putusan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima  dan  mengabulkan  seluruh  eksepsi  Termohonuntuk

seluruhnya;
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2. Menyatakan  permohonan  Pemohontidak  dapat  diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini.

       Atau,

Apabila  Majelis  Hakim  Pengadilan  NegeriJakarta  Utara  yang  memeriksa

dan  memutus  perkara  ini  berpendapat  lain,  mohon  agar  memberikan

putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  pembatalan  putusan

arbitrase  tersebut  pihak  Turut  Termohon  tidak  mengajukan  Jawaban  secara

tertulis sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian  Kerjasama antara  (Join  Operation)  PT.  Abuki  Jaya

Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim dengan PT. Lily Maritim Indonesia No.

006/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 003/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli

2018, yang ditandai dengan bukti P-1;

2. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara  (Join Operation) PT. Abuki  Jaya

Stainless  Indonesia-PT. Feni Haltim dengan PT. Lily Maritim Indonesia No.

007/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli

2018, yang ditandai dengan bukti P-2;

3. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara  (Join Operation) PT. Abuki  Jaya

Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim dengan PT. Lily Maritim Indonesia No.

008/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 005/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 02 Juli

2018, yang ditandai dengan bukti P-3;

4. Fotocopy  Surat  Persetujuan  Berlayar  No.  AA.8/KM.63/047/VII/2018

tertanggal 28 Juli 2018, yang ditandai dengan bukti P-4;

5. Fotocopy Catatan Harian Nahkoda Tug Boat Orca Laju/Tongkang Barge

Orca Laut 8, yang ditandai dengan bukti P-5;

6. Fotocopy  Berita  Acara  Nahkoda  Tertanggal  14  September  2018,  yang

ditandai dengan bukti P-6;

7. Foto Kerusakan Lambung Kapal, yang ditandai dengan bukti P-7;

8. Fotocopy  Surat  No.  008/DIR-LMI/X/2018  Tertanggal  04  Oktober  2018,

Perihal  Surat  Biaya  Evakuasi  Muatan  diKapal  TK  Orca  Laut  8,  yang

ditandai dengan bukti P-8;
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9. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Kerjasama PT.

Abuki Jaya Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim dengan PT. Lily Maritim

Indonesia, yang ditandai dengan bukti P-9;

10. Fotocopy Rekapitulasi On Hire Kapal , yang ditandai dengan bukti P-10;

11. Fotocopy Time Sheet TB. Singa Laut 88-TK. Singa laut 8,  yang ditandai

dengan bukti P-1;

12. Fotocopy Time Sheet kapal TB. Orca Laju- TK Orca Laut 8, yang ditandai

dengan bukti P-12;

13. Fotocopy Time Sheet  kapal  TB Toll  Hurricane -  TK Lily  Trans 2,  yang

ditandai dengan bukti P-13;

14. Fotocopy  Surat  Pernyataan  direktur  Join  Operation  PT.  Abuki  Jaya

Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim sdr. Ibrahim Sualiman,  yang ditandai

dengan bukti P-14;

15. Fotocopy Surat No. 002/LMI-UM/IX/2018 Tertanggal 12 September 2018

perihal  surat  On  Hire  kapal  TB Toll  Hurricane -  TK Lily  Trans 2,  yang

ditandai dengan bukti P-15;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah

diberi materai secukupnya dan telah diperiksa surat bukti aslinya ternyata yang

sesuai dengan surat aslinya hanya bukti P-8, sedangkan bukti P-1, P-2, P-3, P-

4, P-5, P-6, P-9, P-10, dan P-14 adalah berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti

P-7, P-11, P-12, P-13 dan P-15 adalah berupa fotocopy dari print out; 

Menimang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di

atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Yohn Haria Bhakti

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yohn Haria Bhakti

 Bahwa saksi merupakan mantan direktur PT. Lily Maritim Indonesia yang

saat ini sudah tidak ada hubungan pekerjaan lagi dengan PT. Lily Maritim

Indonesia;

 Bahwa saksi mengetahui terkait 

1. perjanjian  kerjasama  No.  006/PK-0000/100/VI/2018  Jo.

003/P/2513/PD.AJSI/2018  tertanggal  4  Juli  2018  tentang  kerjasama

Operasional (Join Operation) antara PT. Abuki Jaya Stainles Indonesia

dengan PT. Feni Haltim di bidang jasa transportasi melalui pengangkutan

laut  terhadap  transaksi  bisnis  komersial  pemilik  dan  pembeli  atas

komoditas  tambang  dan/atau  mineral  dan  komoditas  diluar  tambang

dan/atau mineral;
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2. Perjanjian  Kerjasama  No.  007/PK-0000/10VIV2018  Jo.

004/P/2513/PD.AJSI/2018  tertanggal  04  Juli  2018  tentang  kerjasama

Operasional (Join Operation) antara PT. Abuki Jaya Stainles Indonesia

dengan PT. Feni Haltim di bidang jasa transportasi melalui pengangkutan

laut  terhadap  transaksi  bisnis  komersial  pemilik  dan  pembeli  atas

komoditas  tambang  dan/atau  mineral  dan  komoditas  diluar  tambang

dan/atau mineral;

3. dan  Perjanjian  No.  008/PK-0000/100/VII/2018  Jo.

005/P/2513/PD.AJSI/2018  tertanggal  02  Juli  2018  tentang  kerjasama

Ship Operator dalam rangka operasional (join Operation) dibidang jasa

transportasi  melalui  pengangkutan  laut  terhadap  transaksi  bisnis

komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan /atau mineral

dan komoditas diluar tambang dan/atau mineral

 Bahwa saksi menjelaskan jika perjanjianjian sewa kapal TB Singa Laut

88/TB Singa Laut 8 sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

dan TB Orca Laju/ TB Orca Laut 8 senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus

juta rupiah);

 Bahwa  saksi  menjelaskan  jika  kapal  yang  disweakan  oleh  Pemohon

kepada Termohon telah sesuai  dengan keinginan dan spesifikasi  yang

diminta oleh Termohon;

 Bahwa  barang  yang  akan  diangkut  oleh  Termohon  adalah  komoditas

tambang;

 Bahwa saksi  menjelaskan jika rencana banyaknya muatan yang akan

diangkut oleh Termohon adalah sekitar 750/850 metrik ton;

 Bahwa  saksi  menjelaskan  jika  muatan  milik  termohon  memiliki  masa

yang  lebih  tinggi  diatas  36  Metrik  Ton  yang  standar  kemanana

berlayarnya adalah 35 Metrik Ton;

 Bahwa saksi menjelaskan jika kedua kapal yang disewa oleh Termohon 

kapal TB Singa Laut 88/TB Singa Laut 8 dan TB Orca Laju/ TB Orca Laut

8 telah mendapatkan izin berlayar dari pihak syahbandar yang dikuatkan

oleh  Bukti  P-4  yaiu,  Surat  Persetujuan  Berlayar  No.

AA.8/KM.63/047/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018;

 Bahwa saksi menjelaskan jika kapal TB Singa Laut 88/TB Singa Laut 8

dan TB Orca Laju/ TB Orca Laut 8 akan berlayar mengangkut barang

milik Termohon dari Gebe menuju Morosi;
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 Bahwa saksi menjelaskan jika pada tanggal 14 September 2018 kapal

dari  Subaim  menuju  Bahodapi  mengalami  keruskan  yang  diakibatkan

hentakan badai yang menyebabkan kebocoran pada lambung kapal;

 Bahwa atas keruskan tersebut Pemohon telah menginformasikan kepada

Termohon;

 Bahwa saksi  menjelaskan jilka atas keruskan tersebut  Pemohon telah

melakukan evakuasi terhadap kapl yang rusak mengganti dengan TB Toll

Huricane/Barge Lily Trans 2 guna melanjutkan pengangkutan kapal  TB

Orca  Laju/  TB Orca  Laut  8  yang  rusak  diakibatkan  terkena  hentakan

badai;

 Bahwa  saksi  menjelaskan  jika  evakuasi  yang  dilakukan  oleh  TB  Toll

Huricane/Barge Lily Trans 2 terhitung On Hire semenjak kapal berjalan

dari Pelabuhan Bitung;

 Bahwa saksi menjelaskan jika biaya evakuasi TB Toll Huricane/Barge Lily

Trans  2  telah  disepakati  anara  Pemohon  dengan  termohon  dengan

membagi biaya sebesar 50% ditanggung Pemohon dan 50% ditanggung

Termon  namun  sampai  saat  ini  Termohon  belum  melaksanakan

kewajibanya;

 Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerjasama anatara Pemohon

dan Termohon adalah bersifat Join Operation yang artinya ada bagi hasil

dalam pekerjaan tersebut dan bagian dari Pemohon adalah senilai 10%;

 Bahwa setelah melakukan evakuasi TB Toll Huricane/Barge Lily Trans 2

dan TB Singa Laut 88/TB Singa Laut 8 on here siap digunakan guna

untuk  pengangkutan  namun  dikarenakan  tidak  ada  muatan  milik

Termohon maka kapal tersebut tidak melakukan perjalanan;

 Bahwa selama on hire kedua kapal tersebut memiliki izin berlayar yang

dikeluarkan oleh syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dan keterangan saksi

dari  Pemohon tersebut  di  atas,  Termohon  dan  Turut  Termohon  menyatakan

akan menanggapinya secara tertulis dalam acara sidang Kesimpulan nanti;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  sangkalannya,

Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy  Salinan  putusan  Arbitrase  dalam  perkara  No.:

42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal  30 Maret 2021,  yang ditandai  dengan

bukti T-1;

2. Fotocopy Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN, tanggal 05 April 2021,

Hal  :  Penyampaian  Copy  Putusan  BANI  dalam  perkara  Nomor:

Halaman 39 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

42080/XII/ARB-BANI/2019, telah menyampaikan Copy Putusan BANI dalam

perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang ditandai dengan bukti T-2;

3. Fotocopy  Akta  Pendaftaran  No.  04/WASIT/2021/PN.JKT.UT,

tanggal 26 April 2021, yang ditandai dengan bukti T-3;

4. Fotocopy  Surat Nomor: 21.856/V/BANI/LN, tanggal 04 Mei 2021,

Hal: Penyampaian  Salinan  Otentik  Putusan  BANI  dalam  perkara  No.:

42080/XII/ARB-BANI/2019, antara Joint Operation  PT. Abuki Jaya Stainless

Indonesia  dan  PT.  Feni  Haltim  JO  AJSI  dan  FHT  sebagai  Pemohon

Konvensi/Termohon  Rekonvensi  melawan  PT.  Lily  Maritim  Indonesia

sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi,  yang ditandai dengan

bukti T-4;

5. Fotocopy  Surat  Pemohonan  Aanmaning  Eksekusi  tertanggal  14

Oktober 2022,  Perihal:  Permohonan  Aanmaning  Eksekusi  atas  Putusan

Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  Nomor:  42080/XII/ARB-

BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021,yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht van gewijsde), yang ditandai dengan bukti T-5;

6. Fotocopy  Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Yohn Haria Bhakti

Dalam  Perkara  Arbitrase  No. 42080/XII/ARB-BANI/2019tanggal  6  Januari

2021, yang ditandai dengan bukti T-6;

7. Fotocopy Berita Acara Rapat Operational Kapal TB Singa Laut 88/

BG  Singa  Laut  8  dan  TB.  Ocha  Laju/  BG  Ocha  Laut  8  No.

002/JO/OK/IX/2018  tanggal  5  September 2018,  yang  dibuat  oleh  pihak

Pemohon dan Termohon, yang ditandai dengan bukti T-7;

8. Fotocopy  Chatting  atau  percakapan  melalui  WhatsApp  antara

Yohn Haria  Bhakti  selaku Direktur PT.  Lily  Maritim Indonesia  (Pemohon)

dengan  pihak  Termohon  Chatting  atau  percakapan  melalui  WhatsApp

antara  Yohn  Haria  Bhakti  selaku  Direktur PT.  Lily  Maritim  Indonesia

(Pemohon) dengan pihak Termohon, yang ditandai dengan bukti T-8;

9. Fotocopy  Kerusakan kapal  TB Singa Laut  88/BG Singa  Laut  8

terjadi 19 Agustus 2018 kapal setelah selesai bongkar muatan di Morosi,

yang ditandai dengan bukti T-9;

10. Fotocopy  Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 jo

No.  003/P/2513/PD.AJSI/  2018,  tertanggal  4  Juli  2018,  yang  ditandai

dengan bukti T-10;

11. Fotocopy  Invoice  Nomor:  023/SSS-AJSI/VIII/2018,  tanggal

20Agustus  2018,  yang  dikeluarkan  oleh  PT.  Sulawesi  Shipping  Services
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selaku  Shipper Kapal TB.  Singa  Laut  88/Tongkang  Singa  Laut8,  yang

ditandai dengan bukti T-11;

12. Fotocopy  Surat  Persetujuan  Berlayar Kapal  BG.  Singa  Laut  8

digandeng  TB.Singa  Laut88  No.  Y4.3-UPP.III-WK/3371/VIII/LGR-2018,

tanggal 18 Agustus 2018, yang ditandai dengan bukti T-12;

13. Fotocopy  Surat  Persetujuan  Berlayar Kapal  TB.  Singa  Laut  88

Menggandeng BG. Singa Laut8  No. Y4.3-UPP.III-WK/3370/VIII/LGR-2018,

tanggal 18 Agustus 2018, yang ditandai dengan bukti T-13;

14. Fotocopy  Time  Sheet  Kapal  BG.  Singa  Laut

88/TongkangSingaLaut8,  yang  ditandatangani  oleh  nahkoda  Kapal,  yang

ditandai dengan bukti T-14;

15. Fotocopy  Berita  Acara  Perbaikan  Tongkang,  tertanggal  4

September 2018, yang dibuat oleh Imam Arif Rahman selaku Mualim I dan

diketahui Nahkoda, yang ditandai dengan bukti T-15;

16. Fotocopy  Surat Peryataan No. 311/GM-LMI/IX/2018 tertanggal 8

September  2018  perihal  TB.  Orca  laju/  BG  Orca  Laut  8,  yang  ditandai

dengan bukti T-16;

17. Fotocopy Surat Pemohon Nomor: 023/LMI-UM/IX/2018, tanggal 14

September 2018,  Hal.:  Surat  Sanggahan  Klaim  TK  Orcha  Laut  8,  yang

ditandai dengan bukti T-17;

18. Fotocopy perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/ VII/2018 Jo

No. 004/P/2513/ PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018,  yang ditandai dengan

bukti T-18;

19. Fotocopy  surat  No.  016/AJSI-FHT-JO/I/2018,  tanggal  14

September 2018,  perihal  permintaan  instruksi  berlayar kapal  TB.  Toll

Hurricane/ BG. Lily Trans 2, yang ditandai dengan bukti T-19;

20. Fotocopy  surat  No.  017/AJSI-FHT-JO/I/2018,  tanggal  14

September 2018,  perihal  permintaan  instruksi  Bongkar Kargo  kapal  TB.

Orca Laju/BG Orca Laut 8, yang ditandai dengan bukti T-20;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah

diberi materai secukupnya dan telah diperiksa surat bukti aslinya ternyata yang

sesuai dengan surat bukti asli bukti adalah T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-9, T-10, T-

16, T-18, T-19 dan T-20, sedangkan bukti T-5, T-6, T-14 dan T-17 adalah berupa

fotocopy dari fotocopy dan bukti T-8, T-11, T-12, T-13, dan T-15 adalah berupa

fotocopy dari print out;
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Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  surat-surat  dari  Termohon

tersebut  di  atas,  Pemohon menyatakan akan menanggapinya secara  tertulis

dalam acara sidang Kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  sangkalannya, Turut

Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy  Perjanjian  Kerjasama  No.  006/PK-

0000/100/VII/2018 Jo No. 003/P/2513/PD.AJSI.2018, tanggal 04 Juli 2018,

yang ditandai dengan bukti TT-1;

2. Fotocopy  Putusan  Arbitrase  BANI  No.  42080/XII/ARB-

BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang ditandai dengan bukti TT-2;

3. Fotocopy  Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (VideJo Pasal 11

ayat (2) Jo Pasal 62 ayat (2) dan (4) Jo Pasal 70),  yang ditandai dengan

bukti TT-3a;

4. Fotocopy  Pasal  1918 KUHPerdata,  yang ditandai  dengan

bukti TT-3b;

5. Fotocopy Peraturan Prosedur BANI 2022 (vide Pasal 3 ayat

(1), yang ditandai dengan bukti TT-3c;

6. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Cikarang  No.

281/Pdt.P/2021/PN Ckr. tanggal 17 Mei 2022,  yang ditandai dengan bukti

TT-4a;

7. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kepahiang  No.

281/Pdt.P/2021/PN Kph.  tanggal  03  Januari  2022,  yang ditandai  dengan

bukti TT-4b;

8. Fotocopy  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Juni 2017, yang ditandai dengan

bukti TT-5;

9. Fotocopy  Putusan  Mahkamah  Agung  RT  No.  663

B/Pdt.Sus-Arb/2014,  tanggal  23  Desember  2014,  yang  ditandai  dengan

bukti TT-6a;

10. Fotocopy  Putusan  Mahkamah  Agung  RT  No.  529

B/Pdt.Sus-Arb/2014,  tanggal  18  Desember  2014,  yang  ditandai  dengan

bukti TT-6b;

11. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RT No. 13 B/Pdt.Sus-

Arb/2015, tanggal 08 Juli 2015, yang ditandai dengan bukti TT-6c;
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12. Fotocopy  Putusan  Mahkamah  Agung  RT  No.  661

B/Pdt.Sus-Arb/2014, tanggal 25 Mei 2015,  yang ditandai dengan bukti TT-

6d;

13. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RT No. 47 B/Pdt.Sus-

Arb/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang ditandai dengan bukti TT-6e;

14. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No.

582/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2017,  yang ditandai

dengan bukti TT-7a;

15. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No.

352/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst.  tanggal  18  Oktober  2017,  yang  ditandai

dengan bukti TT-7b;

16. Fotocopy  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel,  tanggal  28  September  2017,  yang  ditandai

dengan bukti TT-7c;

17. Fotocopy  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandai dengan

bukti TT-7d;

18. Fotocopy  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

427/Pdt.G/Arb/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Juni 2021, yang ditandai dengan

bukti TT-7e;

19. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No.

350/Pdt.G/Arb/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2021,  yang ditandai

dengan bukti TT-7f;

20. Fotocopy  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  729

K/Pdt.Sus/2008, tanggal 30 Agustus 2009,  yang ditandai dengan bukti TT-

8a;

21. Fotocopy  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  268

K/Pdt.Sus/2012, yang ditandai dengan bukti TT-8b;

22. Fotocopy  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  146

K/Pdt.Sus/2012, yang ditandai dengan bukti TT-8c;

23. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  No.

200/Pdt.Sus.Arbt/2019/PN.Jkt.Tim.  tanggal  23  Juli  2019,  yang  ditandai

dengan bukti TT-8d;

24. Fotocopy  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No

10/BUA.6/HS/SP/IX/2012,  taggal  12  Sepember  2012  (SEMA No 7  tahun

2012), yang ditandai dengan bukti TT-8e;
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25. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.

287/Pdt.G-Arb/2019/PN.Mdn.  tanggal  19  Agustus  2019,  yang  ditandai

dengan bukti TT-9;

26. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No.

132/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.  tanggal  24  Mei  2016,  yang  ditandai  dengan

bukti TT-10a;

27. Fotocopy  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No.

1052  B/Pdt.Sus-Arbt/2016/PN.Jkt.Pst.  tanggal  16  Januari  2017,  yang

ditandai dengan bukti TT-10b;

28. Fotocopy Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon Arbitrase

dalam  perkara  Arbitrase  BANI  No.  42080/XII/ARB-BANI/2019),  yang

ditandai dengan bukti TT-11a;

29. Fotocopy Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon Arbitrase

dalam  perkara  Arbitrase  BANI  No.  42080/XII/ARB-BANI/2019),  yang

ditandai dengan bukti TT-11b;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah

diberi materai secukupnya dan telah diperiksa surat bukti aslinya ternyata yang

sesuai dengan surat bukti asli adalah TT-1, TT-2, TT-3A, TT-3B, TT-3C, TT-5,

TT-7A, TT-7B. TT-7C, TT-7D, TT-7E, TT-7F, TT-8D, TT-10A, TT-10B, TT-11A dan

TT-11B,  sedangkan  bukti  TT-8A,  TT-8B,  TT-8C  dan  TT-8E  adalah  berupa

fotocopy dari fotocopy dan bukti TT-4A, TT-4B, TT-6A, TT-6B, TT-6C, TT-6D, TT-

6E dan TT-9 adalah berupa fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Turut Termohon

tersebut  di  atas,  Pemohon menyatakan akan menanggapinya secara  tertulis

dalam acara sidang Kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan Turut Termohon masing-

masing  telah  menyerahkan  dipersidangan  Kesimpulan  secara  tertulis  pada

tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang,  bahwa untuk menyingkat  putusan,  maka segala sesuatu

yang  termuat  dalam  berita  acara  persidangan,  dianggap  telah  termuat  dan

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  pembatalan

putusan arbitrase Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang,  bahwa terhadap  permohonan  Pemohon tersebut  di  atas,

Termohon  dalam  surat  Jawabannya  sebelum  menjawab  pokok  perkara  ada

mengajukan Eksepsi tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi  permohonan  Pemohon  daluarsa  atau

lewat waktu.

a.  Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan

Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30

Maret  2021  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada  tanggal  20

Oktober 2022,  sebagaimana  telah  terdaftar di  Kepaniteraan  Perdata

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, tercatat

dengan register perkara Nomor: 694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr.;

b.  Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 58

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian  Sengketa,  pihak  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia/

Turut Termohon  melalui  Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN, tanggal 05

April  2021,  Hal  :  Penyampaian  copy  Putusan  BANI  dalam  perkara

Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019,  telah menyampaikan copy Putusan

BANI dalam perkara Nomor  :  42080/XII/ARB-BANI/2019,  kepada para

pihak  yang  berperkara,  baik  kepada  Pemohon  selaku  Termohon

Konvensi/Pemohon  Rekonvensi  maupun  Termohon  selaku  Pemohon

Konvensi/Termohon  Rekonvensi  copy  agar dapat  mengajukan

permohonan  kepada  arbiter  atau  majelis  arbitrase  untuk  melakukan

koreksi kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangai

sesuatu tututan putusan;

c.  Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 59

ayat  1  Undang-undang  Nomor 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan

Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  pihak  Badan  Arbitrase  Nasional

Indonesia/Turut Termohon telah mendaftarkan dan menyerahkan lembar

asli  atau  salinan  otentik  putusan  Arbitrase  dalam  perkara  Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret  2021  tersebut  pada

Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada  tanggal  26  April

2021,  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Akta  Pendaftaran  No.

04/WASIT/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 April 2021;

d.  Bahwa melalui Surat Nomor : 21.856/V/BANI/LN, tanggal 05 Mei 2021,

Hal: Penyampaian Salinan Otentik  Putusan BANI dalam  perkara No.:

42080/XII/ARB-BANI/2019,  antara  Joint  Operation   PT.  Abuki  Jaya

Stainless  Indonesia  dan  PT.  Feni  Haltim  JO  AJSI  dan  FHT sebagai
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Pemohon  Konvensi/Termohon  Rekonvensi  melawan  PT.  Lily  Maritim

Indonesia  sebagai  Termohon  Konvensi/Pemohon  Rekonvensi,  Turut

Termohon  telah  menyampaikan  Salinan  Otentik  putusan  arbitrase

tersebut  kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal  04  Mei  2021

Berdasarkan surat tersebut Turut Termohon telah pula memberitahukan

bahwa putusan arbitrase dalam perkara No. 42080/XII/ARB-BANI/2019,

tersebut  telah  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada

tanggal 26 April 2021;

e.  Bahwa berdasarkan  Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999

tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa telah menetapkan

batas  waktu  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  yaitu  harus

diajukan secara tertulis  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari

terhitung  sejak  hari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan

arbitrasetersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri;

f.  Bahwa  apalagi  terhadap  putusan  arbitrase  perkara  Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret  2021  yang  telah

mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Termohon telah mengajukan

permohonan aanmaning eksekusi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta  Utara pada  tanggal  14  Oktober 2022.  Sebagaimana  Surat

Pemohonan Aanmaning Eksekusi tertanggal 14 Oktober 2022, Perihal :

Permohonan  Aanmaning  Eksekusi  atas  Putusan  Badan  Arbitrase

Nasional  Indonesia (BANI)  Nomor:  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal

30 Maret 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht

van gewijsde);

g. Bahwa  dengan  demikian  permohonan  pembatalan  atas  putusan

Arbitrase dalam perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30

Maret  2021  yang  diajukan  oleh  Pemohon  pada  Pengadilan  Negeri

Jakarta Utara tersebut telah daluarsa atau melampaui batas waktu yang

telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh

karena permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh

Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2022 tersebut telah melampaui batas

waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  hari  penyerahan  dan

pendaftaran  putusan  arbitrase  tersebut  kepada  Panitera  Pengadilan

Negeri  Jakarta  Utara.  Sehingga  batas  waktu  terakhir  bagi  Pemohon

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase perkara Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut, yaitu  pada

tanggal 25 Mei 2021;
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2. Eksepsi Permohonan Pemohon Prematur.

a.  Bahwa  setelah  Termohon  membaca  dan  mempelajari  alasan-alasan

yang  diajukan  oleh  Pemohon  untuk  membatalkan  putusan  Arbitrase

dalam Perkara  Nomor  :  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret

2021,  maka  Termohon  menemukan  alasan-alasan  permohonan  yang

diajukan Pemohon tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Di  dalam  dalil  permohonan  Pemohon  pada  angka I,  15,

halaman 6,yang menyebutkan bahwa “atas tidak dipertimbangkannya

alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang

pada  faktanya  disebabkan  karena  keadaan  kahar yang  kemudian

diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi”;

2. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka I, angka

16, halaman 7, yang menyimpulkan, “berdasarkan ketentuan ‘Pasal

70  Undang-undang  Nomor 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan

Alternatif  Penyelesaian Sengketa’ tersebut  jelas  bahwa salah  satu

alasan  untuk  mengajukan  suatu  gugatan pembatalan  terhadap

putusan Arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu

muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan

sengketa dan atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang

bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan”;

3. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka

24, halaman 12, disebutkan bahwa “atas tidak dipertimbangkannya

alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang

pada  faktanya  disebabkan  karena  keadaan  kahar yang  kemudian

diciptakan  seolah-olah  telah  terjadi  tindakan  Wanprestasi  dari

Pemohon dengan menghadirkan alat bukti surat No. 016/AJSI-FHT-

JO/IX/2018,  tertanggal  14  September 2018  perihal  permintaan

instruksi  berlayar kapal  TB.  Toll  Hurricane/BG.  Lily  Trans  2  untuk

berlayar menuju Jett PT. ARA di Subaim guna untuk memindahkan

kargo milik Termohon di kapal/TB. Orcha Laju BG. Orcha laut 8 yang

bocor akibat terkena badai serta surat No. 017/AJSI-FHT-JO/IX/2018,

tertanggal 14 September 2018 tentang instruksi bongkar cargo kapal

TB.  Orcha  laju/BG.  Orcha  Laut  8  sebagai  tindak  lanjut  dari  surat

Termohon  No.  311/GM-LMI/IX/2018,  tertanggal  8  September 2018

yang intinya mengingatkan kepada Termohon akan tanggung jawab

atas keselamatan cargo milik Termohon”;
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4. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka

25,  halaman  12, yang  menyimpulkan,  “bahwa  berdasarkan  surat-

surat  tersebut  terdapat  dugaan  manipulatif yang  mengaburkan

adanya keadaan kahar menjadi keadaan wanpestasi”;

5. Di  dalam  dalil  pemohonan  Pemohon  pada  angka  26,

halaman  13  yang  menyatakan  “berdasarkan  ketentuan  ‘Pasal  70

Undang-undang  Nomor 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan

Alternatif  Penyelesaian Sengketa’ tersebut  jelas  bahwa salah  satu

alasan  untuk  mengajukan  suatu  gugatan pembatalan  terhadap

putusan Arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu

muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan

sengketa dan atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang

bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan”;

b.  Bahwa  akan  tetapi,  tidak  ada  satu  pun  putusan  pengadilan  yang

berkuatan hukum tetap yang menyatakan adanya “tipu muslihat” yang

dilakukan  oleh  Termohon  dan  atau  Turut  Termohon,  atau  “setelah

putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan  yang

disembunyikan oleh pihak lawan” di dalam proses pemeriksaan perkara

Putusan Arbitrase Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019 (objek sengketa);

c.  Bahwa oleh karena di dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No.

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

dijelaskan sebagai berikut:

“Permohonan  pembatalan  hanya  dapat  diajukan  terhadap  putusan

arbitrase  yang  sudah  didaftarkan  di  pengadilan.  Alasan-alasan

permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan

dengan  putusan  pengadilan.  Apabila  pengadilan  menyatakan  bahwa

alasan-alasan  tersebut  terbukti  atau  tidak  terbukti,  maka  putusan

pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim

untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

d. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 70 tersebut di atas, terdapat

ketentuan memaksa dan tegas (dwingen recht), dimana untuk alasan-

alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal tersebut

harus  dibuktikan  dengan  adanya  putusan  pengadilan.  Sedangkan

menyangkut  persyaratan  adanya  putusan  pengadilan  terkait  adanya

unsur tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase yang pernah

diajukan ke Mahkamah Agung RI, telah dinyatakan dengan tegas dalam

putusannya  tanggal  21  Januari  2008  Nomor  855  K/Pdt.Sus/2008,

Halaman 48 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  12

PK/Pdt.Sus/2010  tanggal  11  Mei  2010  dan  Putusan  MARI  No.  109

K/Pdt.Sus/2010  tanggal  24  Februari  2010,  yang  pada  intinya

permohonan  dari  pemohon  dianggap  premature.  Oleh  karena harus

dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat

atau kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak);

e.  Bahwa  berdasarkan  uraian  dan  alasan  tersebut  di  atas,  Termohon

menilai  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  yang  dimohonkan

oleh  Pemohon  Prematur.  Oleh  karena  itu,  Termohon  mohon  kepada

Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  ini  berkenan

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan  permohonan  Pemohon  tidak  dapat  diterima  (Niet

Ontvankelijke Verklaard);

3. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Error In Persona.

a.  Bahwa  di  dalam  permohonan  pembatalan  putusan  abitase  a  quo,

Pemohon telah  menarik  PT.  EMAS  ANTAM  INDONESIA dahulu  PT.

ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA dan PT. FENI HALTIM  sebagai

pihak Termohon dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai

pihak Turut Termohon;

b.  Bahwa sedangkan di dalam permohonan Pemohon yang menjadi objek

permohonan  adalah  “Putusan  Arbitrase  Nomor  :  42080/XII/ARB-

BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang diputus oleh Majelis Arbitrase

atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”. Sebagaimana

tercantum pada Pasal 14 ayat (1) BANI Rules, yang berbunyi, sebagai

berikut:

”Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam

Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa

antara para pihak atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan

karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki Badan

Arbitrase  Nasional  Indonesia, sehubungan  dengan  pemeriksaan  dan

pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud”;

c.  Bahwa dengan demikian seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam

perkara ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga

yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  Arbitrase

bukan terhadap Termohon selaku pihak yang bersengketa;

d.  Bahwa  berdasarkan  uraian  dan  alasan  tersebut  di  atas,  Termohon

menilai  permohonan  Pembatalan  putusan  Badan  Arbitrase  Nasional
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Indonesia yang diajukan oleh Pemohon telah “salah alamat” atau “error

in persona”. Oleh karena itu, Termohon mohon kepada Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  ini  berkenan  menolak

permohonan  Pemohon  untuk  seluruhnya  atau  setidak-tidaknya

menyatakan  permohonan  Pemohon  tidak  dapat  diterima  (Niet

Ontvankelijke Verklaard);

4. Eksepsi  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  62  Ayat  (4)  Jo.  Pasal  60

Undang-Undang No.  30  tahun 1999 Tentang  Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian  Sengketa,  Pengadilan  Negeri  Secara  Ex-Officio  Harus

Menyatakan Diri  Tidak  Berwenang Memeriksa  Materi  Permohonan  a

quo.

a. Bahwa  seperti  yang  telah  diuraikan  oleh  Pemohon  dalam  Posita

permohonan aquo, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon

dan  Termohon  (Perkara  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia Nomor

42080/XII/ARB-BANI/2019)  yang  diperiksa  melalui  arbitrase  sebagai

choice  of  forum  para  pihak.  Bahwa  Perkara  antara  Pemohon  dan

Termohon  tersebut  telah  diputus  melalui  putusan  arbitrase  in  cassu

Putusan  BANI  Nomor  :  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret

2021;

b. Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo terutama mengenai pokok-

pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati  bahwa

dalil  Permohonan  aquo  merupakan  dalil  yang  kurang  lebihnya

sama/identik dengan yang dikemukakan dalam perkara arbitase antara

Pemohon melawan Termohon Perkara BANI  Nomor  :  42080/XII/ARB-

BANI/2019:

1. Melalui  pengulangan  dalil  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa  Pemohon

berupaya untuk menggiring dan menarik pengadilan memasuki area

penilaian/pertimbangan 50okum yang telah dilakukan arbitrase;

2. Sedangkan seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonan

aquo  telah  dipertimbangkan  dan  telah  selesai  diperiksa,  diuji  dan

diputus melalui arbitrase;

3. Mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun

1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa

(Undang-Undang Arbitrase),  putusan  arbitrase  beserta  seluruh

pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon

tersebut merupakan putusan final dan berkekuatan 50okum tetap;
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4. Oleh  karena  itu, Pasal  62  ayat  (4)  Undang-Undang Arbitrase  dan

Penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau

memeriksa  wilayah  51okum51n  maupun  pertimbangan  51okum

dalam putusan arbitrase.

c. Bahwa ketentuan 51okum yang memuat larangan sebagaimana Pasal 62

ayat (4) jo Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase tersebut:

- Dalam  51okum  acara  dikategori  sebagai  bentuk  persangkaan

undang-undang yang tidak dapat dibantah (praesumptio juris et de

jure) berdasarkan Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg;

- Dengan  demikian,  nilai  kekuatan  pembuktiannya  adalah  bersifat

sempurna,  mengikat  dan  menentukan  (volledig  en  bindende

bewijskracht).

Menimbang,  bahwa terhadap  eksepsi  dari  Termohon tersebut  di  atas,

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi permohonan Pemohon daluarsa atau lewat waktu.

Menimbang,  bahwa  dalam  permohonannya,  Pemohon  mengajukan

permohonan  pembatalan  putusan  Arbitrase  dalam  perkara  Nomor:

42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret  2021  pada  Pengadilan  Negeri

Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, sebagaimana telah terdaftar di

Kepaniteraan  Perdata  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada  tanggal  20

Oktober 2022,  tercatat  dengan  register perkara  Nomor:

694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr.,  dan  dalam  dalil  permohonan  lainnya,

Pemohon  menyatakan  sampai  saat  ini  Pemohon  belum  menerima  putusan

resmi  dari  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dan  Pemohon  baru

mengetahui jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah melimpahkan

perkara  No.  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30  Maret  2021 pada

Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar bulan April  2021 setelah ditanyakan

pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 18 Oktober 2022; 

Menimbang,  bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan

Arbitrase  Nasional  Indonesia  harus  didasarkan  atas  alasan-alasan  sebagai

berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan

putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2. Setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan

yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;

3. Putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa;
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Menimbang,  bahwa dari  alat  bukti  surat-surat  atau dokumen-dokumen

yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6. P-

7,  P-8,  P-9,  P-10,  P-11,  P-12,  P-13,  P-14  dan  P-15  tersebut  di  atas  dan

keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon yang bernama Yohn Haria Bhakti,

setelah  dipelajari  oleh  Majelis  Hakim,  ternyata  alat  bukti  surat-surat  atau

dokumen-dokumen bukti tersebut dan keterangan saksi Yohn Haria Bhakti yang

diajukan oleh Pemohon sudah diperiksa dan dipertimbangkan dalam  putusan

Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret

2021, dan juga bukti  surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh

Pemohon  tersebut  tidak  bersifat  menentukan,  tidak  diakui  palsu  atau

dinyatakan palsu dan  Putusan  tersebut tidak  diambil  dari  hasil  tipu muslihat

yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, dengan

demikian  Majelis  Hakim  mengesampingkan  alat  bukti  surat  yang  ditandai

dengan  P-1  sampai  dengan  P-15  dan  keterangan  1  (satu)  orang  saksi

Pemohon tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Pasal  71  Undang-undang  Nomor 30  tahun  1999

tentang  Arbitrase  dan  Altenatif  Penyelesaian  Sengketa  telah  menetapkan

bahwa batas  waktu  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  yaitu  harus

diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak  hari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan  arbitrase tersebut  kepada

Panitera Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bardasarkan alat

bukti  surat  yang  ditandai  dengan  bukti  T-1  dan  TT-2  yaitu  berupa  Salinan

putusan  Arbitrase  dalam perkara  No.  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30

Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dan TT-2 tersebut membuktikan bahwa

objek  sengketa  yaitu  putusan  Arbitrase  dalam perkara  No :  42080/XII/ARB-

BANI/2019,  telah diputus oleh Turut Termohon  pada tanggal 30 Maret 2021,

dan selanjutnya  dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 5

April  2021,  Turut  Termohon  menyampaikan  copy  putusan  arbitrase  tersebut

kepada Pemohon dan Termohon guna koreksi kekeliruan administratif dan atau

menambah atau mengurangai sesuatu tuntutan putusan;

Menimbang, bahwa bukti  surat T-3 yaitu berupa  Akta Pendaftaran No.

04/WASIT/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 April 2021,  menjelaskan bahwa masih

dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 26 April 2021, Turut

Termohon  telah  menyampaikan  dan  mendaftarkan  salinan  otentik  putusan

arbitrase kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
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Menimbang,  bahwa  bukti  surat  T-4  yaitu  berupa  Surat  Nomor:

21.856/V/BANI/LN, tanggal 04 Mei 2021, perihal : Penyampaian Salinan Otentik

Putusan  BANI  dalam  perkara  No :  42080/XII/ARB-BANI/2019,  antara  Joint

Operation  PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Haltim JO AJSI dan

FHT sebagai Pemohon melawan PT. Lily Maritim Indonesia sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T-1, bukti T-

2, bukti T-3 dan bukti T-4, maka para pihak (Pemohon dan Termohon) memiliki

batas waktu 30 hari sejak salinan otentik putusan arbitrase atau paling lambat

sampai dengan tanggal 26 Mei 2021, apabila hendak mengajukan permohonan

pembatalan putusan arbitrase tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Akan  tetapi  Pemohon  baru  mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan

arbitrase  tersebut  di Pengadilan   Negeri   Jakarta   Utara   pada  tanggal  20

Oktober 2022,   terdaftar   dengan    register   perkara  Nomor  :

694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr., tertanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tersebut di

atas,  dihubungkan  dengan  pengajuan  permohonan  Pemohon  tentang

pembatalan  Putusan  Arbitrase  tersebut  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara

pada  tanggal  20  Oktober 2022,  terdaftar dengan  register perkara  Nomor  :

694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr.,  tertanggal  20  Oktober 2022,  Majelis

Hakim berpendapat bahwa secara formil  pengajuan permohonan pembatalan

putusan arbitrase Pemohon tersebut  telah daluarsa atau lampau waktu dari

batas waktu yang ditentukan oleh  Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun

1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, oleh  karena

permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon pada

tanggal 20 Oktober 2022 tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh)

hari  terhitung  sejak  hari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan  arbitrase

tersebut  kepada Panitera  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara.  Sehingga batas

waktu terakhir  bagi  Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan

arbitrase  perkara  Nomor:  42080/XII/ARB-BANI/2019,  tanggal  30 Maret  2021

tersebut,  yaitu  pada  tanggal  25 Mei 2021,  dengan  demikian Permohonan

Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Pemohon tersebut  haruslah dinyatakan  tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  eksepsi  Termohon  pada  angka  1

dikabulkan  maka pemeriksaan  dalam  pokok  perkara  tidak  perlu

dipertimbangkan lagi dan permohonan  Pemohon dinyatakan  tidak  dapat

diterima;
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Memperhatikan  Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999

tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM  POKOK PERKARA

2. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat 

diterima;

3. Menghukum Pemohon untuk  membayar biaya perkara yang sampai hari

ini ditetapkan sejumlah Rp. 721.500,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima

ratus rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  sidang permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022,

oleh  kami,  Rianto  Adam  Pontoh,  SH.,M.Hum.,  selaku  Hakim  Ketua, Dian

Erdianto,  SH.,MH., dan Lebanus  Sinurat,  SH.,MH., masing-masing   sebagai

Hakim  Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri  Jakarta Utara Nomor : 694/Pdt.G.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 20

Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Rianto Adam Pontoh,

SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, dengan dihadiri Dian Erdianto, SH.,MH. dan

Gede Sunarjana, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Surat  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara Nomor :

694/Pdt.G.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Desember 2022, dibantu oleh

Mellisa  Harahap,  SH.,M.Kn.  selaku Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh kuasa

Pemohon, kuasa Termohon dan kuasa Turut Termohon.

   Hakim-hakim Anggota:                  Hakim Ketua Majelis,

   Dian Erdianto, SH.,MH.                     Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.

  Gede Sunarjana, SH.,MH.

Panitera Pengganti, 
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Mellisa Harahap, SH.,M.Kn.

Perincian biaya  :    
1. PNBP : Rp    30.000,00 
2. Biaya Proses         : Rp    75.000,00
3. Penggandaan Berkas : Rp    31.500,00
4. Panggilan                 : Rp  525.000,00
5. PNBP Panggilan T :  Rp   30.000,00
6. Redaksi :  Rp   10.000,00
7. Materai :  Rp   20.000,00

Jumlah                         : Rp. 721.500,00
(tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)
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P U T U S A N 
Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H    A G U N G 

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut 

dalam perkara antara: 

PT. LILY MARITIM INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, 

Hendrik Candra, berkedudukan di The Kingston Commercial 

Nomor C 02, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta 

Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heroe 

Waskito, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Catra 

Indhira Law Firm, beralamat di Komplek Perkantoran Wisma 

Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 14 Blok B-

B1 Kavling 12-14, Jakarta, 12160, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 27 Desember 2022; 

Pemohon; 

L a w a n: 

1. PT. ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA, yang diwakili 

oleh Direktur, Bambang Wijanarko, berkedudukan di 

Gedung Antam Tower A Lantai 4, Jalan T.B. Simatupang 

Nomor 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan; 

2. PT. FENI HALTIM, yang diwakili oleh Direktur, Anando 

Hendra Setiawan, S.T., Direktur, berkedudukan di Gedung 

Antam Tower A Lantai 4, Jalan T.B. Simatupang Nomor 1 

Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan; 

Keduanya dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa 

kepada Hairul Mu’minin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para 

Advokat padaKantor Hukum Pengacaraku Hairul Mu’minin & 

Partners, beralamat di Perumahan Taman Royal 1, Jalan 

Cendana 1 Nomor 15, Kelurahan Tanah Tinggu, Kecamatan 

Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 23 Januari 2023; 
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Para Termohon; 

D a n 

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), 

yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI), Dr. Anangga W. Roosdiono, SH., LL.M., FCB.Arb., 

berkedudukan di Wahana Graha Lantai 1, 2 & 4 Jalan 

Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, 12760, dalam 

hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., 

M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor 

hukum Yulwansyah Balfast & Partners, beralamat di Office 8 

Level 18 A, Sudirman Central Business District (SCBD), 

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, 

12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 

2023; 

Turut Termohon; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari putusan ini ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan 

Nomor  42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021, yang amarnya 

sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon 

Rekonvensi; 

Dalam Pokok Perkara: 

Dalam Konvensi: 

1. Mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon Konvensi untuk sebagian; 

2. Menyatakan Termohon Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap 

Pemohon Konvensi; 

3. Menyatakan perbuatan Termohon Konvensi telah menimbulkan kerugian 

bagi Pemohon Konvensi; 
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4. Menyatakan sudah tidak berlaku lagi atau perjanjian diakhiri sejak putusan 

arbitrase diucapkan, yaitu surat perjanjian masing-masing: 

a. Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PK-0000/100/VII/2018 juncto Nomor 

003/P/2513/PD. AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama 

Operasional (Joint Operation) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui 

Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan 

Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di 

Luar Tambang Dan/Atau Mineral; 

b. Perjanjian Kerjasama Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 juncto Nomor 

004/P/2513/PD. AJSI/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama 

Operasional (Joint Operation) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui 

Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan 

Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di 

Luar Tambang Dan/Atau Mineral; 

5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar 

kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Konvensi atas pelaksanaan 

Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PK-0000/100/VII/2018 juncto Nomor 

003/P/2513/PD. AISI/2018, tertanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama 

Operasional (Joint Operation) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui 

Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan 

Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di 

Luar Tambang Dan/Atau Mineral, sebesar Rp4.871.500.000,00 (empat 

miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan 

perincian sebagai berikut: 

- Sisa uang sewa kapal yang harus dikembalikan oleh Termohon 

Konvensi kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp1.165.000.000,00 

(satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah); 

- Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas 

penyesuaian harga sewa kapal dan uang deposit; 

- Penggantian pembelian bahan bakar minyak solar untuk operasional 

Kapal TB. Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 di Morosi sebesar 

Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu 
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rupiah); 

- Ganti rugi atas Nilai Perjanjian Angkutan Laut Nomor 005/SPAL/AJSI- 

FHT/MMA/VIII/18, tertanggal 13 Agustus 2018 antara PT. Multi Mega 

Anugerah Global (Pelanggan/Customer Pemohon) dengan Pemohon, 

sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta 

rupiah); 

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar 

kerugian yang dialami oleh Pemohon Konvensi dalam pelaksanaan 

Perjanjian Kerjasama Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 juncto Nomor 

004/P/2513/PD. AJSI/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama 

Operasional (Joint Operation) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui 

Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan 

Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di 

Luar Tambang Dan/ Atau Mineral, sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus 

delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai 

berikut:   

- Penggantian BBM kepada pihak Pemohon Konvensi sebesar 

Rp283.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu 

rupiah) akibat kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 mengalami 

kebocoran; 

- Penambahan pembelian BBM kapal TB Orcha Laju di Subaim 

sebanyak 3.500 liter dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per liter atau 

sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); 

7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar 

kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Konvensi atas kesepakatan 

penggunaan kapal TB Toll Hurricane/BG Lily Trans 2, sebesar 

Rp1.356.250.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus 

lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: 

- Uang sewa yang telah dibayarkan oleh Pemohon Konvensi kepada 

pihak Termohon Konvensi (PT. Lily Maritim Indonesia) sebesar 

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk penggunaan kapal TB 

Toll Hurricane/BG Lily Trans 2 selama 1 (satu) bulan kedepan; 
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- Ganti rugi atas nilai perjanjian dari Surat Perjanjian Angkutan Laut 

Nomor 001/SPAL/AISI-FHT/II/19, tanggal 6 Februari 2019, yang telah 

ditandatangani oleh pihak Pemohon Konvensi dan pihak PT Century 

Metalindo pada tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp656.250.000,00 

(enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

8. Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter 

kepada Termohon Konvensi untuk sebagian; 

9. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk 

mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan 

biaya arbiter kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp228.115.800,00 (dua 

ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah); 

10. Menolak permohonan arbitrase untuk selebihnya. 

Dalam Rekonvensi: 

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi yang diajukan Pemohon 

Rekonvensi untuk sebagian; 

2. Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan ingkar janji 

(wanprestasi) terhadap Perjanjian Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 

juncto Nomor 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 14 Juli 2018, antara 

Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi; 

3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi membayar sisa 

pembayaran sewa kapal TB. Laju Orca/TB. Orca Laut 8 sebesar 

Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) 

kepada Pemohon Rekonvensi; 

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk 

memberikan data mengenai neraca laba rugi dan keuntungan bersih 

penggunaan kapal periode 2 Juli s/d 31 Desember 2018 kepada Pemohon 

Rekonvensi; 

5. Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter 

dalam rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi untuk sebagian; 

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk 

mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan 

biaya arbiter dalam rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar 
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Rp73.262.750,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu 

tujuh ratus lima puluh rupiah); 

7. Menolak permohonan rekonvensi untuk selebihnya; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

1. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama 

dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak; 

2. Menghukum dan memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon 

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk 

melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh 

lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan; 

3. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis 

BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas biaya Pemohon 

Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon 

Rekonvensi dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa; 

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 

42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021 tersebut, Pemohon 

Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan 

persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

perkara Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 30 Maret 2021; 

3. Menyatakan Pemohon telah melakukan prestasi; 

4. Menyatakan keterlambatan Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan 

Kapal TB Orca Laju/Orca Laut 8 atas pengiriman barang caro milik 

Termohon adalah dikarenakan keadaan kahar; 

5. Menyatakan Pemohon bebas dari segala tuntutan hukum dikarenakan 

keadaan kahar; 

6. Membebankan biaya menurut hukum; 
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Atau apabila Majelis Hakim bependapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon 

Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Eksepsi permohonan Pemohon daluarsa atau lewat waktu; 

2. Eksepsi permohonan Pemohon prematur; 

3. Eksepsi tentang permohonan Pemohon error in persona; 

4. Eksepsi berdasarkan Penjelasan Pasal 62 ayat (4) juncto Pasal 60 

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri secara ex-officio harus 

menyatakan diri tidak berwenang memeriksa materi permohonan a quo; 

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/ 

PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 

- Mengabulkan eksepsi Termohon; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat 

diterima; 

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari 

ini ditetapkan sejumlah Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu 

lima ratus rupiah); 

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut 

diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Pembatalan, Kuasa Para 

Termohon Pembatalan dan Kuasa Turut Termohon Pembatalan pada 

tanggal 20 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon 

Pembatalan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 27 Desember 2022 diajukan permohonan pada tanggal 29 

Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan 

Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan 

memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 12 
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Januari 2023; 

Bahwa memori telah disampaikan kepada Para Termohon Pembatalan 

dan Turut Termohon Pembatalan pada tanggal 20 Januari 2023, kemudian 

Termohon Pembatalan mengajukan kontra memori yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 

2 Februari 2023; 

Menimbang, bahwa permohonan a quo beserta alasan-alasannya telah 

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, 

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; 

Bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 12 Januari 2023 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon 

meminta agar: 

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 

694/Pdt.G. Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr tertanggal 20 Desember 2022, 

tersebut sehingga dalam amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Mengadili: 

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

perkara Nomor 42080/XII/ARB-BAN/2019 tertanggal 30 Maret 2021; 

3. Menyatakan Pembanding/Pemohon telah melakukan prestasi;  

4. Menyatakan keterlambatan Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan 

Kapal TB Orca Laju/Orca Laut 8 atas pengiriman barang caro milik 

Terbanding/Termohon adalah dikarenakan keadaan kahar; 

5. Menyatakan Pembanding/Pemohon bebas dari segala tuntutan hukum 

dikarenakan keadaan kahar;  

6. Memerintahkan Turut Terbanding/Turut Termohon untuk mematuhi 

putusan ini; 

7. Membebankan biaya menurut hukum;  

Atau apabila Majelis Hakim bependapat lain, mohjon putusan yang seadil-

adilinya (ex aequo et bono); 
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Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai 

alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut: 

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 

Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri 

dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam 

tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang 

dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 

1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan 

pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa 

perkara ini dalam tingkat terakhir; 

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan 

alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut: 

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah 

meneliti memori tanggal 12 Januari 2023 dan kontra memori tanggal 2 

Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan 

eksepsi Termohon dengan menyatakan permohonan pembatalan putusan 

Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Pemohon 

Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dapat diterima (niet onvankelijke 

verklaard) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara 

a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di 

mana berdasarkan ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terbukti 

pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara a quo 

telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan, maka menjadikan 

Putusan Arbitrase dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewisjde) sehingga cukup alasan untuk menolak permohonan 

banding Pemohon Banding semula Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase 
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dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Desember 

2022 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut 

dikuatkan, maka Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase 

dihukum untuk membayar biaya perkara; 

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

- Menerima permohonan dari Pemohon: PT LILY MARITIM INDONESIA, 

tersebut; 

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 

694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Desember 2022 yang 

menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 

42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021; 

- Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase 

untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 

hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim 

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, 

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., 

M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan 

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera 
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Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. 

 

             Hakim-hakim Anggota:                                        Ketua Majelis, 

 

 

                   ttd                                                                 ttd 

 

       Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. 

 

 

                   ttd                                                                  

 

       Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. 

                                                                    Panitera Pengganti, 

 

                                                                                       ttd 

 

                                                                              Afrizal, S.H., M.H. 

 

 

Biaya-biaya: 
1. M  e  t  e  r  a  i…………….. Rp  10.000,00 
2. R  e d  a  k  s  i…………….. Rp  10.000,00 
3. Administrasi kasasi……….. Rp480.000,00 
Jumlah……………        ……... Rp500.000,00 

 

 

Untuk Salinan 
Mahkamah Agung R.I 

a.n. Panitera 
Panitera Muda Perdata Khusus 

 
 
 

 
AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum. 

                              NIP. 19590820 1984031 002 
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